WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 57A TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
REMBUG WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKQTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  disebutkan  bahwa  dalam  rangka
penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah mendorong partisipasi masyarakat;

b. bahwa bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf a diantaranya mencakup
perencaraan, penganggaran, pelaksanaan,
pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan
daerah, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk
musyawarah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 230 ayat
{1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran dalam AFBD untuk
pembangunan sarana dan prasarana lekal kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;




Mengingat

hahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 230 ayat
(3} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, penentuan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan
dan pemberdayaan masyaralkat di kelurahan
sebagaimana dimaksud pada huruf (¢) dilakukan
melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana
tersebut di atas, dan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka perlu dilaksanakan
Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kota Semarang dalam
rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Semarang Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug
Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan dan  Kecamatan  dalam  Rangka
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Semarang Tahun 2019,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 (entang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 };

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sisten  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomer 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentulkan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
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Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tinghkat |
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomeor 89);

Peraturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomer 4815); '

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Neomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwaldlan Rakyal Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masvarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5305);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3};
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014 Nemor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengsh Noemor 65) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Frovinsi
Jawa Tengah Nomor 88};

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomer 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Kota Semarang [Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
13);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Semarang {Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Semarang Nomor 112);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)} Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010
Nomor &, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 43},
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
61);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 6] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Dacrah
(RPJMDY) Kota Semarang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 123);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomer 17), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 38).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGEKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Semarang;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Semarang;

Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRD Kota Semarang;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Semarang;

Kecamatan adalah wilayah dari Daerah kabupaten /kota yang dipimpin
oleh Carnat;

Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah
sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;

8. Camat adalah Kepala Kecamatan:

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan:

10.

L1.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah;

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi vang dimiliki
daerah;
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin
oleh Sekretaris Dacrah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang angpgotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Kota Semarang yang merupakan rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;

Badan Keswadayaan Masyarakat, yvang selanjutnya disingkat BKM
adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu
Kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang disepakati bersama
dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan
khususnya terkait pelaksanaan PNPM Mandiri;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya
disebut LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat scbagai mitra Lurah dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di  bidang
pembangunan;

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang
selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyaralkatan
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan
untuk terlaksananya program PKK:

Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari
wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Lurah;

Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Lurah;

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau
Kecamatan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan
sosial;

Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan vang  selanjutnya
disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pemangku kepentingan
pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
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daerah;

Rembug Warga adalah forum musyawarah lingkungan di tingkat RW
untuk melakukan identifikasi permasalahan serta perumusan usulan
kegiatan infrastrulktur, sosial, budaya, dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat;

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui
peserta MUSRENBANG untuk bahan pengambilan keputusan dalam
proses MUSRENBANG,;

Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak vang
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan yang langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat
dan kelompok-kelompok didalamnya;

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya
disingkat SPPN adalah 1 (satu} kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dekumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk
periode 1 (satu) tahun dan merupakan bagian dari SPPN;

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
Renstra  Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah Kota Semarang
Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPIJMD sesuai
masing-masing tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah;

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun, mengacu pada Renstra Perangkat
Daerah;

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MUSRENBANG Kelurahan, yang selanjutnya disingkat
MUSRENBANGKEL adalah forum musyawarah perencanaan
pembangunan tahunan di tingkal Kelurahan dengan melibatkan
pemangku kepentingan yvang dilaksanakan untuk menyvepakati dan
menetapkan rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
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MUSRENBANG Kecamatan, vang selanjutnya disingkat
MUSRENBANGCAM adalah forum rmusyawarah perencanaan
pembangunan tahunan di tingkat Kecamatan dengan melibatkan
pemangku kepentingan untuk menyepakati dan menetapkan prioritas
kegiatan pembangunan dari Kelurahan serta menyepakati kegiatan
lintas Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang disinergikan dengan
rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Persiapan Pelaksanaan MUSRENBANG adalah serangkaian kegiatan
vang dilakukan sebelum pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGCAM;

PRA MUSRENBANG Kelurahan, yang selanjutnya disingkat PRA
MUSRENBANGKEL adalah forum musyawarah untuk membahas dan
mensinergikan potensi wilayah berdasarkan hasil Rembug Warga,
membahas arahan pembangunan wilayah beserta langkah-
langkahnya serta membahas rancangan daftar skala prioritas sebagai
bahan MUSRENBANGKEL dengan memperhatikan perencanaan
pembangunan kecamatan;

PRA MUSRENBANG Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PRA
MUSRENBANGCAM adalah forum musyawarah untuk membahas dan
mensinergikan hasil MUSRENBANGKEL serta membahas rancangan
daftar skala prioritas sebagai bahan MUSRENBANGCAM dengan
memperhatikan perencanaan pembangunan Kota;

Pemantau adalah orang atau kelompok orang yang berasal dari
kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat yang peduli terhadap
proses perencanaan partisipatif vang sebelum melakukan pemantauan
harus terlebih dulu menyampaikan surat pemberitahuan melakukan
pemantanan pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan atan
MUSRENBANGCAM kepada WALIKOTA SEMARANG c.q. Kepala
BAPPEDA Kota Semarang;

Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak vang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

MUSRENBANG Kota Semarang, yang selanjutnya disingkat
MUSRENBANGKOT adalah forum musyawarah perencanaan
pembangunan tahunan dengan melibatkan pemangku kepentingan
pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kota Semarang;

Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang
maupun jasa yang akan didanai dari APBD untuk mencapai tujuan
pembangunan kota;

Swadaya masyarakat adalah uang dan/atau barang/jasa yang dapat
dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat dan secara langsung
digunakan untuk suatu keperluan tertentu;
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41. Bantuan Langsung Masvarakat Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri, yang selanjutnya disingkat BLM PNPM
Mandiri adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada
kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang
direncanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan PNFPM
Mandiri.

42, Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah
dana sosial yang bersumber dari perusahaan dan/atau organisasi
masyarakat vang diperuntuklkan bagi masyarakat sebagai bentuk
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

43. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan
kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk  setiap
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Peranghkat
Daerah atas dasar perhitungan yvang rasional dan bersifat tidak kaku.

44, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran REJMD.

45. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;

46. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.

47. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daitar Rancangan Kegiatan
yang diurutkan menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya
sesual indikator yang ditetapkan.

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUJUAN REMBUG WARGA, MUSRENBANGKEL DAN
MUSRENBANGCAM

Pasal 2

Rembug Warga merupakan forum musyawarah warga tahunan yang
berkedudukan di tingkat RW untuk membahas dan merumuskan usulan
pricritas yang dilakukan melalul penggalian potensi infrastruktur, sosial,
budaya dan ckonomi di tingkat RT/ RW sebagai bahan masukan
pelaksanaan MUSRENBANGKEL dan akan disinergikan dengan prioritas
pembangunan Kelurahan,

Pasal 3

MUSRENBANGKEL merupakan forum musyawarah perencanaan
pembangunan tahunan pemangku kepentingan yang berkedudukan di
tingkat Kelurahan yang bertujuan membahas dan menyepakati dafiar skala
prioritas kegiatan beserta alokasi anggarannya dengan memperhatikan
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potensi wilayah kelarahan untuk menghasilkan usulan prioritas kegiatan
pembangunan di kelurahan sebagai bahan masukan pelaksanaan
MUSRENBANGCAM dengan memperhatikan prioritas pembangunan
Kecamatan,

Pasal 4

MUSRENBANGCAM merupakan forum musyawarah perencanaan
pembangunan tahunan pemangku kepentingan yang berkedudukan di
tingkat Kecamatan yang menghasilkan Daftar Skala Prioritas Kecamatan
dan usulan Prioritas Kegiatan Pembangunan secbagai bahan masukan
pelaksanaan MUSRENBANGKOT dengan memperhatikan prioritas
pembangunan daerah.

Pasal 5

Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
menyusun dan menetapkan:

a. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW bidang infastruktur.

b. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas bidang sesial, budaya dan ekonomi.

Pasal 6

MUSRENBANGKEL sebagaimana dimalksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk
menyusun dan menetapkan;

Daftar Identifikasi Potensi Wilayah;
Data Identifikasi Kampung Tematik;

c. Daftar Panjang Usulan Kegiatan di Musrenbang Kelurahan Bidang
Infrastruktur;

d. Berita Acara Hasil MUSRENBANGKEL;
e. Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan;

f. Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman melalui
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan;

g.  Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis;

h. Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan
Permuldman;

L. Usulan Kegiatan Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingkungan
Permukiman (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuan);

Pasal 7

MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan
untuk menyusun dan menetapkan:

a, Daftar Usulan Prioritas Kecamatan;
b. Berita Acara Hasil MUSRENBANGCAM;
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Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Kelurahan Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan;

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan, Saluran dan
Jembatan Lingkungan Permukiman oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di
Lingkungan Permukiman;

Daftar Skala Prioritas Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi
(non Fisik) Kecamatan;

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya dan
Ekonomi Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Teknis;

BAB ITI

TAHAPAN REMBUG WARGA,
MUSRENBANGKEL DAN MUSRENBANGCAM

Pasal 8

Tahapan Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

dari:

&. ldentifikasi potensi dan permasalahan pembangunan di tingkat
RW; dan

b. Pelaksanaan Rembug Warga.

Pelaksanaan Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari
2018,

Petunjuk teknis pedoman pelaksanaan Rembug Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran [ Peraturan
Walikota ini,

Pasal 9

Tahapan MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
(tiga) terdiri dari:

a. Persiapan;

b. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL;

¢. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL.

Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
pembentukan tim dan lain-lain  sebelum pelaksanaan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL.

Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (empat)
bulan Januari 2018.
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Pelaksanaan MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (empat) bulan
Januari 2018.

Petunjuk  teknis pedoman  pelaksanaan MUSRENBANGKEL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berpedoman pada Lampiran II
Peraturan Walikota ini,

Pasal 10

Tahapan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
terdiri dari:

a. Persiapan;

b. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM;

c. Pelaksanaan MUSRENBANGCAM.

Persiapan pelaksanaan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah pembentukan tim dan lain-lain sebelum
pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM dan MUSRENBANGCAM,

Pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-2 (dua)
bulan Februari 2018,

Pelaksanaan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-2 (dua) bulan
Februari 2018.

Petunjuk  teknis pedoman pelaksanaan MUSRENBANGCAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PESERTA REMBUG WARGA,
MUSRENBANGKEL DAN MUSRENBANGCAM

Pasal 11

Peserta Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi
perwakilan dari RT dan pemangku kepentingan pembangunan di RW
sgtempat,

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleh Tim Penyelenggara
Rembug Warga dan/atau Ketua RW.

Tata cara pendaftaran peserta danjfatau penentuan calon peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diundang ditetapkan oleh
Tim Penyelenggara Rembug Warga dan/atau Ketua RW,
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Peserta Rembug Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilild
hak bicara dan hak suara mengenai pengambilan keputusan melalui
pembahasan yang disepalcati bersama dalam Rembug Warga.

Pasal 12

Peserta MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
meliputi perwakilan dari RW dan pemangku kepentingan
pembangunan di Kelurahan setempat.

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara mendaftar kepada danj/atau diundang oleh Tim Penyelenggara
MUSRENBANGKEL.

Tata cara pendaftaran peserta dan/atau penentuan calon peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan oleh Tim
Penyelenggara MUSRENBANGKEL.,

Peserta MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merniliki hak bicara dan hak suara mengenai pengambilan keputusan
melalui  pembahasan  yang  disepakati  bersama dalamn
MUSRENBANGKEL.

Pasal 13

Peserta MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
meliputi perwakilan dari Kelurahan dan pemangku kepentingan
pembangunan di Kecamatan setempat.

Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara mendaftar kepada dan/atau diundang oleh Tim Penyelenggara
MUSRENBANGCAM.

Tata cara pendaftaran peserta dan/atau penentuan calon peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim
Penyelenggara MUSRENBANGCAM,

Peserta MUSRENBANGCAM memiliki hak bicara dan hak suara
mengenai  pengambilan keputusan melalui pembahasan yang
disepakati bersama dalam MUSRENBANGCAM.

BAB YV
PEMBIAYAAN REMBUG WARGA,
MUSREENBANGEKEL DAN MUSRENBANGCAM
Pasal 14

Pembiayaan Rembug Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilakukan melalui swadaya masyarakat dan atau melalui APBD yang
dialokasikan pada anggaran Perangkat Dacrah Kecamatan.
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Pembiayaan MUSRENBANGKEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dilakukan melalui APBD yang dialokasikan pada anggaran
Perangkat Daerah Kecamatan.

Pemnbiayaan MUSRENBANGCAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 dilakukan melalui APBD yang dialokasikan pada anggaran
Perangkat Daerah Kecamatan.

BAB VI

KERANGKA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
HASIL MUSRENBANGKEL DAN MUSRENBANGCAM

Pasal 15

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan
Permukiman dan kepiatan non fistk di wilayah Kecamatan
dialokasikan dan dilaksanakan melalui Kerangka Anggaran Kegiatan
Pembangunan Hasil MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM.

Kerangka Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Kerangka Anggaran Kegiatan Pembangunan Hasil MUSRENBANGKEL
dan MUSRENBANGCAM dengan besaran sebagaimana tercanium
pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini yvang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerali sesual dengan kewenangannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Besaran Kerangka Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

tiap Kecamatan disusun dengan memperhatikan variabel:

a) jumlah penduduk:

b) jumlah penduduk miskin;

¢} luas wilayah;

d) kondisi sarana prasarana;

e}  jarak wilayah dari pusat pemerintahan,;

f) letak secara spasial;

gl jumlah RT dan RW; dan

h) jumlah usulan Musrenbang tahun sebelumnya yang belum
diakomodir;

Perhitungan besaran Kerangka Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan/atau perhitungan variabel sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan oleh TAPD.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Semarang.

Ditetapkan di Semarang

4 [

pada tanggal < V¢ -lomotp 20
WALIK G

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
1013

pada tanggal 4 DI o
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

i,

ADI TRI HANANTO
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LAMPIRAN |

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR S7A TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGEKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA

A. Pengertian
Rembug Warga merupakan forum musyawarah lingkungan di tingkat RW
untuk mengidentifikasi, menggali dan menyepakati potensi yang dimiliki di
wilayah RT/RW berupa potensi infrastruktur, sosial, budaya, dan ekonomi
untuk menentukan faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan
yang akan menjadi masukan pada tahapan Pra MUSRENBANGKEL.
Rembug Warga juga merupakan forum untuk menyepakati usulan kegiatan
prioritas yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan wilayah sesuai
dengan menggunakan potensi yang dimiliki di wilayah RT/RW. Usulan
prioritas kegiatan ini selanjutnya diusulkan untuk dibahas pada Pra
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGEKEL. Rembug Warga merupakan 1
satu) kesatuan yang tak terpisahkan dengan kegiatan Pra
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL yang menjadi bagian dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Rembug Warga ini adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat RW dalam rangka
memperkuat kapasitas dan  kemandirian masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Menghimpun dan melakukan identifikasi potensi infrastruktur, sesial,
budaya dan ekonomi, di tingkat RW yang akan menjadi kunei
keberhasilan pembangunan.

3. Membahas dan menetapkan daftar wusulan prioritas kegiatan

pembangunan di tingkat RW.
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C. Masukan

Masukan yang menjadi bahan pembahasan di Rembug Warga adalah data-
data pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan
Rembug Warga, misalnya, data potensi ekonomi (jumlah koperasi, jumlah
Usaha Kecil dan Menengah, potensi pengembangan ekonomi di wilayah,
dan lain-lain), data potensi sosial, budaya (jumlah penduduk miskin,
jumlah sarana pendidikan, jumlah sarana kesehatan, daftar kegiatan
budaya tahunan, dan lain-lain], data potensi dan kondisi infrastruktur
(data kondisi sarana prasarana jalan dan saluran, data taman lingkungan,
data sarana prasarana air bersih, dan lain-lain) serta data lain yang
dibutuhkan.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Rembug Warga dilaksanakan di setiap RW paling lambat pada minggu
kedua bulan Januari 2018. Rembug Warga dapat dilaksanakan
bersamaan dengan pertemuan rutin bulanan warga di tingkat RW atau

dapat dilaksanakan dengan pertemuan khusus Rembug Warga.

2. Tempat pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan balai warga, balai
RW atau tempat lain yang dapat menampung jumlah peserta Rembug
Warga.

E. Peserta
Peserta Rembug Warga rerdiri dari:

1. Lurah atau perwakilan darl Kelurahan setempat;

2. Tim Fasilitasi Rembug Warga;

3. Ketua atau pengurus LPMK;

4. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
5. Seluruh Ketua RT dan Pengurus RW;

6. Tokeh Masyarakat/ Agama,/ Pemuda, perwakilan perempuan,
perwakilan warga miskin;

7. Kepala Sekolah (SID/ SMP atau sederajat/ SMA atau sederajat) swasta
atau negeri yang ada di wilayah RW tersebut;

8. Pengurus PKK tingkat RT dan RW, pengurus Pos Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), pengurus Posyandu dan Karang Taruna di tingkat RW (jika
tidak ada, maka dapat mengundang pengurus Karang Taruna di tingkat
RT);

9. Peserta lain yang dianggap periu dan layak ikut dalam Rembug Warga,
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F. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan Rembug Warga, tugas, peran dan fungsi
pelaku kegiatan yvang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Lurah

a. Menjadi narasumber, terutama terkait dengan penyampaian arah

kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Semarang;

b. Membentuk dan menunjuk tim fasilitasi Rembug Warga yang
bertugas untuk melakukan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan
Rembug Warga agar berjalan dengan baik dan menghasilkan
prioritas kegiatan  untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan di wilayah RW sesuai dengan potensi wilayah yang
ada;

2. Tim Fasilitas1 Rembug Warga

a, Memfasilitasi pelaksanaan Rembug Warga agar dapat menghasilkan
daftar potensi infrastruktur, sosial, budaya, dan ekonomi serta
prioritas usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan di tingkat RW

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Melaporkan pelaksanaan Rembug Warga kepada Lurah;

¢. Tim Fasilitasi Rembug Warga terdiri dari unsur LPMK dan perangkat
kelurahan. Tim Fasilitasi Rembug Warga dibentuk dan
bertanggungjawab kepada Lurah. Anggota Tim Fasilitasi Rembug
Warga diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan perencanaan

partisipatif atau semacamnya.

3. Pengurus LPMK
a. Melakukan sosialisasi dan penjelasan mekanisme pelaksanaan
Rembug Warga kepada Ketua RW paling lambat minggu pertama
Januari 2018;
b. Menjadi fasilitator untuk menetapkan potensi infrastruktur, sosial,
budaya dan ekonomi di wilayah RW serta prioritas usulan yang
menjadi kebutuhan.

4. Pengurus BEM

Menjadi narasumber, terutama terkait dengan program-program BKM
vang akan dan telah dilaksanakan di wilayah RW setempat.

5. Ketua RW

Ketna RW bertindak selaku penanggung jawab dan pemimpin
pelaksanaan Rembug Warga. Apabila Ketua RW tidak dapat dan/fatau
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tidak mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan Rembug Warga,
maka dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua RW dan/atau tokch

masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakan

Rembug Warga, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Lurah.

Tugas Ketua RW adalah sebagai berikut:

a.

Bertanggungjawab dan memimpin pelaksanaan musyawarah

Rembug Warga. Agar dapat berjalan secara partisipatif, dalam

memimpin pelalksanaan musyawarah Rembug Warga, Ketua RW

berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Rembug Warga.

Menyampaikan jadwal pelaksanaan Rembug Warga ke Kelurahan;

Menetapkan peserta yang diundang pada Rembug Warga;

Menyampaikan undangan Rembug Warga ke Ketua RT;

Menunjuk dan menetapkan pengurus RW atau warga yang

dipandang mampu untuk menjadi sekretaris pelaksanaan Rembug

Warga, yang mempunyai tugas:

1) Menghimpun dan merekapitulasi data potensi infrastruktur,
sosial, budaya dan ekonomi di tingkat RW;

2} Mencatat hasil diskusi Rembug Warga dan kesepakatan-
kesepakatannya;

3) Memasukkan hasil kesepakatan Rembug Warga dalam Berita

acara dan form-form lainnya,

Jika dibutuhkan, Ketua RW dapat menunjuk beberapa warga untuk
membantu persiapan dan pelaksanaan Rembug Warga, Warga yang
ditunjule adalah yang memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakan dialog/diskusi partisipatif, berkomitmen serta

tidak memiliki tendensi dan kepentingan pribadi tertentu.
Menetapkan identifikasi potensi infrastruktur, potensi ekonomi dan
potensi sosial, budaya yang ada di wilayah RW;

Menetapkan daftar potensi infrastruktur, soesial, budaya, dan
ekonomi yang ada di wilayah RW;

Menetapkan usulan prioritas kegiatan di tingkat RW atau kelurahan
vang merupakan hasil musyawarah Rembug Warga:

Menandatangani berita acara hasil Rembug Warga serta form-form

lain yang terkait dengan hasil Rembug Warga;



o I

6. Pemantau

Memberikan pendapat, saran atau masukan pada saat berlangsungnya

Rembug Warga dengan ijin dari Ketua RW,

(3. Proses Pelaksanaan

1. Lingkup Pembahasan

a.

Rembug  Warga  dilaksanakan untuk  menginventarisasi,
merumuskan, membahas dan menetapkan daftar potensi
infrastruktur, sosial, budava, dan ekonomi serta prioritas usulan
kegiatan di tingkat RW atau kelurahan yang akan dapat
meningkatkan  kualitas lingleungan  permukiman maupun
kesejahteraan masyarakat. Daftar potensi dan usulan prioritas
tersebut selanjutnya akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih
lanjut pada Pra MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL;

Ruang lingkup bahasan pada Rembug Warga meliputi 2 (dua)
bidang, yaitu: bidang fisik lingkungan (prasarana dan sarana dasar

infrastruktur lingkungany}; serta bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Usulan merupakan “kebutuhan” bukan sekedar “keinginan” serta

memperhatikan kemampuan dan potensi warga;

Usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan adalah yang terkait
dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah
Kota Semarang serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah maupun yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Pusat;

Pemilihan usulan sesuai tersebut adalah usulan solusi prioritas

yang didapatkan melalui musyawarah dengan memperhatikan:
v Tingkat Kemendesakan:

Kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila tidak
segera ditangani akan mengganggu  aktivitas warga,
mengganggu kesejahteraan masyarakat, atau menurunkan
tingkat pendapatan. Semakin mendesak, semakin tinggi
nilainya,

¥ Tingkat Kemanfaatan:

Manfaat kebutuhan tersebut dirasakan oleh banyak orang atau
kelompok, misalnyva kelompok perempuan, kelompok miskin,
kelompok minoritas dan golongan muda. Semakin banyak yang

merasakan manfaatnya, semakin tinggi nilainya.
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¥ Ketersediaan Sumber daya:

Kebutuhan tersebut didukung oleh sumberdaya yang cukup
untuk melaksanakannya. Semakin banyak sumber daya yang
tersedia untuk melaksanakan kebutuhan tersebut, semakin
tinggi nilainya.
f. Usulan program atau kegiatan yang dibahas pada Rembug Warga,
terdiri dari:
1) Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW bidang Infrastruktur.

v Agar usulan yang disampaikan lebih terfokus, maka usulan
kegiatan yang akan dibawa ke Pra MUSRENBANGKEL paling
banyak adalah 1 (satu) x jumlah RT yang merupakan
usulan yang paling prioritas;

v Usulan ini merupakan usulan pembangunan fisik sarana
prasarana yang merupakan kebutuhan di wilayah RW atau
merupakan usulan yang menjadi cita-cita kedepan untuk
pengembangan wilayah RW dan atau kelurahan.

v Kegiatan konstruksi dilakukan di atas tanah/ lahan aset
Pemerintah Kota (bukan merupakan milik perorangan,
swasta, lembaga atau instansi lain) atau di lahan yang telah
dihibahkan /diserahterimakan kepada Pemerintah Kota;

v Jika di wilayah RW memang tidak terdapat hal-hal vang
perlu untuk ditangani [misalnya sarana prasarana sudah
baik semua), maka dapat mengosongkan usulan
infrastruktur.

2) Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW bidang Sosial, Budaya
dan Ekonomi.

¥ Agar usulan yang disampailan lebih terfokus, maka usulan
kegiatan yang akan dibawa ke Pra MUSRENBANGEKEL paling
banyak adalah 1 (satu) x jumlah RT yang merupakan
usulan yang paling prioritas; ditambah | (satu) usulan
kegiatan khusus untuk pemberdayaan perempuan;

v Kegiatan vyang mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
misalnya kerja bakti bedah rumah, pelatihan keterampilan
usaha produktif, rintisan pembentukan sentra-sentra

leuliner/ kerajinan, dan lain-lain;
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v" Kegiatan penunjang pengembangan budayaj/adat tradisi
lokal, olahraga non profesional dan olahraga rekreasi,
misalnya wayangan, warak dugderan, lomba Tari Jipin,
sedekah bumi, sedekah laut, bersih desa, apitan,
penyelenggaraan turnamen olahraga di tingkat kelurahan
dan kecamatan, seleksi untuk lomba di tingleat kecamaran

atau kota, dan lain-lain;

v Kegiatan berupa penunjang pemberdayaan masyarakat,
misalnya penguatan pokmas, pengembangan kelurahan
sehat, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, dan lain-lain;

v Kegiatan berupa penyebarluasan informasi, pengetahuan,
atau sosialisasi kegiatan dan program pembangunan,
misalnya sosialisasi Bank Sampah, sosialisasi Pola Hidup
Sehat, sosialisasi bahaya penyebaran HIV/AIDS, dan lain-
lain;

v" Usulan berupa pelatihan yang diusulkan harus merupakan
pelatihan yang akan dimanfaatkan warga untuk

meningkatkan kesejahteraan;

v Usulan sosialisasi yang diusulkan merupakan kebutuhan
informasi atau pengetahuan yang berguna bagi peninglkatan
kualitas hidup atau peningkatan kesejahteraan masyarakat,
misal sosialisasi pola hidup sehat, sosialisasi bahaya
narkoba, sosialisasi penanganan sampah atau bank
sampah, dan lain-lain.

g. Hasil dari pelaksanaan Rembug Warga diserahkan ke Kelurahan

paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
h. Usulan-usulan yang belum tertampung di dalam daftar usulan

prioritas dapat diarsip tersendiri untuk menjadi dafiar panjang
usulan dari rembug warga tingkat RW sebagai bahan dalam Pra
MUSREBANGKEL dan/ atau MUSRENBANGKEL.
2. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Rembug Warga terdiri dari 2 (dua) tahapan, vaitu tahap

Persiapan dan tahap Pelaksanaan.

a. Tahap Persiapan
Tahap Persiapan dilakukan oleh Ketua RW dengan dibantu

pengurus RW dengan tahapan sebagai berikut:



1)

-6 -

Melakulkan koordinasi dengan pihalk EKelurahan dan Tim

Fasilitasi Rembug Warga,;

2} Menunjuk pengurus RW atau warga yang akan membantu
pelaksanaan Rembug Warga sebagai sekretaris atau tugas lain
yang mendukung pelaksanaan;

3) Menyiapkan dan menghimpun data-data petensi wilayah yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rembug Warga
dengan berkoordinasi dengan Kelurahan dan Tim Fasilitasi
Rembug Warga;

4) Menyiapkan tempat Rembug Warga;

5) Menyusun dan mengedarkan undangan Rembug Warga;

6) Menyiapkan alat tulis dan perlengkapan, seperti: spidol kecil
dan besar, papan tulis/ white board, pulpen, kertas plano, HVS,
isolatif, dan lain-lain.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Rembug Warga dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

1)
2}

Pembukaan oleh Ketua RW

Pengarahan dari Tim Fasilitasi Rembug Warga yang meliputi:

v' Menjelaskan makna dan tujuan pelaksanaan Rembug
Warga,;

v Menjelaskan mekanisme musyawarah pada Rembug
Warga;

¥ Menjelaskan bahwa penyusunan prioritas kegiatan yang
akan diusulkan akan didasarkan pada potensi yang ada di
wilayah. Dari potensi yang ada tersebut selanjutnya akan
disusun impian atau cita-cita yang diharapkan akan
terlaksana di wilayah kelurahan dan wilayah RW;

v" Menjelaskan bahwa usulan kegiatan yang akan disepakati
merupakan usulan dengan usulan pendanaan yang dapat

berasal dari swadaya, APBD atau sumber lain;

v Menjelaskan bahwa hasil Rembug Warga yang kegiatannya
membutuhkan dana besar yang tidalk memungkinkan
didanai dengan dana swadaya, akan diajukan ke
Pemerintah Kota Semarang melalui APBD dan diusulkan
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4)

3}

6)
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secara  berjenjang mulai dari MUSRENBANGKEL,
MUSRENBANGCAM dan MUSRENBANG Kota Semarang.

Pembahasan masalah dan solusi dilakukan dengan cara:

v' Membahas potensi wilayah yang dapat digunakan untuk
menunjang keberhasilan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

v Berdasarkan identifikasi potensi yang ada, selanjutnya
dibahas permasalahan lingkungan vang mendesak untuk
diselesaikan;

v Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, kemudian
dibahas dan disepakati usulan kegiatan prioritas menurut
bidang infrastruktur, sosial, budaya dan ekonomi

berdasarkan cita-cita pengembangan wilayah;

v Selanjutnya Ketua RW memimpin pembahasan untuk
menvusun daftar usulan prioritas bidang infrastruktur
scbanyak-banyaknya 1 (satu) x jumlah RT; dan usulan
prioritas bidang sosial, budaya dan ekonomi sebanyak-
banyaknya 1 (satu) x jumlah RT sesuai urutan prioritas
teratas; ditambah 1 (satu) usulan kegiatan khusus
pemberdayaan perempuan yang akan diusulkan ke dalam
Pra MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL;

¥ Mempersiapkan usulan di luar daftar usulan prioritas
sebagai daftar usulan panjang rembug warga tingkat RW
untuk bahan masukan Pra MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGKEL.,

Perumusan kesepakatan hasil Rembug Warga kemudian
dimasukkan dalam form isian yang ditandatangani Ketua RW

dan salah 1 (satu) orang perwakilan peserta Rembug Warga;

Selanjutnya membahas dan menetapkan delegasi tingkat RW
untuk mengikuti Pra MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGKEL. Delegasi RW terdiri dari 3 (tiga) orang vang
dianggap mampu untuk menyampaikan dan membahas usulan
pada Pra MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Delegasi
RW sedapat mungkin terdapat perwakilan dari unsur

perempuan sebagai representasi keterwakilan perempuan.

Penutupan Rembug Warga oleh ketua RW.
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H. Keluaran
Rembug Warga menghasilkan dokumen akhir berupa:
1. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur (Form. RW 1);

2. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi
{Form. RW 2).

3. Daftar Panjang Usulan diluar Prioritas sebagai bahan masukan Pra
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL.

[. Anggaran/Pendanaan

Pendanaan kegiatan rembug warga berasal dari APBD Kota Semarang dan/

atau swadaya masyarakat.

J. Lampiran Dokumen

Dokumen yang disertakan untuk dibawa/ dikirim ke Pra
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL adalah sebagai berikut:

1. Daftar Hadir Rembug Warga;

2. Peta lokasi usulan sarana prasarana fisik (apabila tersedia dan

diperlukan);
3. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur (Form. RW 1)

4. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi
(Form. RW 2),

Tabel 1
Usulan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Rembug Warga

PELAKSANA / BULAN / MINGGU

NO URAIAN TAHAPAN PENANGGUNG | DESEMBER | JANUARI
' JAWAB 3 4 1 2
I | Pembentukan tim Lurah
Fasilitasi Rembug Warga
2 | Sosialisasi pelaksanaan Lurah
Rembug Warga oleh Lurah
3 | Penyampaijan edaran Lurah
Lurah tentang

pelaksanaan Rembug
Warga beserta form-

formnya

4 | Penyampaian jadwal Ketua RW
Rembug Warga ke
Kelurahan

5 | Penunjukan dan Ketua RW

penetapan pelaksana
Rembug Warga
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PELAKSANA / BULAN / MINGGU
NO URAIAN TAHAPAN PENANGGUNG | DESEMBER | JANUARI
JAWAB 3 4 1 2
6 | Identifikasi data potensi Ketua RT
infrastruktur, budaya dan
ekonomi, sosial,
7 | PELAKSANAAN REMBUG Ketua RW =
WARGA
8 | Pengiriman hasil Rembug Ketua RW
Warga ke Kelurahan
Tabel 2
Pedoman Susunan Acara Rembug Warga
PENANGGUNG
NO DURASI ACARA JAWABR
1 | %5 menit Pembukaan Ketua RW
2 | % 10 menit Pengarahan dari Tim Fasilitasi Tim Fasilitasi
Rembug Warga Rembug Warga
3 | £ 30 menit Identifikasi, pembahasan dan Ketua RW
penyepakatan potensi infrastruktur,
sosial, budaya, dan ekonomi yang ada
di wilayah
4 | 45 menit Pembahasan daftar usulan kegiatan Ketua RW
vang sudah mencalkup potensi
infrastruktur, sesial, budaya, dan
ekonomi vang ada
3 |30 menit Pembahasan Daftar Usulan Kegiatan | Ketua RW
Prioritas Infrastruktur dan Prioritas
Sosial, Budaya & Ekonomi
6 [+ 10 menit Perumusan hasil dan pengisian form | Ketua RW
7 | #5 menit Pembahasan dan penetapan delegasi | Ketua RW
ke Pra MUSRENBANGEKEL dan
MUSRENBANGKEL
8 |z 35 menit Penutupan Ketua RW
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Form REW. 1.
DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS RW BIDANG INFRASTRUKTUR
RW .
Kelurahan
Kecamatan
No Urut . . . Potensi Partisipasi
Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RT/RW Volume I
i 2 3 4 5 6
1.
2.
Ldst
Semarang, ..................

Ketua BRW ...




] -

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Diisi dengan nomor urut pricritas yang mencakup bidang
infrastruktur

Diisi jenis/ nama usulan kegiatan sesual prioritas, potensi
wilayah vang sudah disepakati Rembug Warga

(jumlah usulan = 1 (satu) x jumlah RT)

Diisi keterangan spesifik lokasi/ alamat dari jenis kegiatan
yang diusulkan. Lokasi/ alamat usulan dapat berupa nama
ruas jalan (misalnya Jalan Mutiara V, Jalan Kanguru I,
dll), tetenger (misalnya persimpangan/ bundaran
Perumahan Tulus Harapan, pertigaan Gapura Masjid, dll)

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 07 atau dapat lebih
dari I (satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi nama RW tempat usulan, jika usulan merupakan
prioritas dari RW sesuai hasil Rembug Warga namun belum
muncul dari usulan RT

Diisi volume dari jenis kegiatan misal: “700 meter persegi”,
“13 meter kubik” , dsh.

Diisi dengan potensi partisipasi masyarakat vang dapat
dilakukan untuk mendukung kegiatan yang dimaksud.
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Form RW. 2.
DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS RW BIDANG SOSIAL, BUDAYA & EKONOMI
RW :
Kelurahan
Kecamatan
No Urut A ; . Potensi Partisipasi
_ e Jenis Kegiatan Lokasi RT/RW Volume Wasyaralat
I 2 3 4 5 6
1.
2.
..dst
Semarang, .......ceceeeeenns

Eetua RW ...




Petunjuk Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

-

Diisi dengan nomor urut prioritas yang mencakup bidang
sosial, budaya dan ekonomi; serta usulan kegiatan khusus -
untuk pemberdayaan perempuan.

Diisi jenis/ nama usulan kegiatan sesuai prioritas, potensi
wilayah yang sudah disepakati Rembug Warga

(jumlah usulan = 1 (satu) x jumlah RT)] ditambah 1 (satu)
usulan kegiatan khusus untuk pemberdayaan perempuan.

Diisi keterangan spesifik lokasi/ alamat dari jenis kegiatan
vang diusulkan. Lokasi/ alamat usulan dapat berupa nama
ruas jalan (misalnya Jalan Mutiara V, Jalan Kanguru II,
dll), tetenger (misalnya persimpangan/ bundaran
Perumahan Tulus Harapan, pertigaan Gapura Masjid, dll)

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 07 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi nama RW tempat usulan, jika usulan merupakan
prioritas dari RW sesuai hasil Rembug Warga namun belum
muncul dari usulan RT

Diisi volume dari jenis kegiatan misal: “1 kali kegiatan
sosialisasi dengan peserta = 100 orang”, “12 kali pelatihan
dengan peserta * 30 orang”, “1 kali kegiatan wayangan
dengan peserta £ 200 orang.

Diisi dengan potensi partisipasi masyarakat vang dapat
dilakukan untuk mendukung kegiatan yang dimaksud.
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LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 57A TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KELURAHAN

A. Pengertian

MUSRENBANGKEL adalah forum musyawarah perencanaan
tahunan di tingkat Kelurahan untuk membahas dan menyepakati
prioritas rencana kegiatan pembangunan beserta usulan alokasi
anggaran di tahun anggaran 2019 berdasarkan skala prioritas yang
akan disampaikan ke MUSRENBANGCAM. MUSRENBANGKEL
merupakan forum dialogis antara Pemerintah Kelurahan dengan
pemanglku  kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan
menyepakati program pembangunan yang dibutuhkan dan
merupakan prioritas untuk mencapai cita-cita pembangunan
wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang
disinergikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota.
MUSRENBANGKEL terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yvaitu PERSIAPAN
MUSRENBANGKEL, pelaksanaan PRAMUSRENBANGKEL dan
pelaksanaan MUSRENBANGKEL.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan MUSRENBANGKEL adalah:

1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku
kepentingan  Kelurahan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan.,

2. Merumuskan cita-cita dan arahan pembangunan di Kelurahan

berdasarkan potensi dan karakteristik di wilayah Kelurahan;
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Menyepakati usulan prieritas masalah dan kegiatan yang akan
divsulkan ke MUSRENBANGCAM untuk menjadi kegiatan
Perangkat Daerah Kecamatan atau yang akan diteruskan ke
MUSRENBANGKOT untuk menjadi kegiatan Perangkat Daerah;

Mensinergikan perencanaan di tingkat Kota (RPJPD, RPJMD,
RTRW, dan lain-lain) dan Kecamatan dengan perencanaan dan

cita-cita yang ingin dicapai di wilayah Kelurahan tersebut.

. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1,

Pelaksanaan MUSRENBANGKEL didahului dengan pelaksanaan
PRA MUSRENBANGKEL sebagai bagian tidak terpisahkan dari
pelaksanaan MUSRENBANGKEL. PRA MUSRENBANGKEL
dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (empat) bulan
Januari 2018;

2. MUSRENBANGEKEL dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-
4 (empat) bulan Januari 2018;

3. Pelaksanaan kegiatan PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGEKEL dilaksanakan dan bertempat di wilayah
Kelurahan,

. Masukan

Masukan untuk MUSRENBANGKEL antara lain berasal dari:

1.

Hasil Rembug Warga sesuai dengan form-form yang ditetapkan
vang telah dibahas sebelumnya di PRA MUSRENBANGKEL;

2. Daftar Usulan Prioritas Kelurahan;

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di

wilayah kelurahan;
Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di wilayah kelurahan.

. Peserta

Peserta PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL, terdiri dari

unsur:

1.

Pemerintah Kelurahan, vaitu Lurah; Sekretaris Kelurahan;
pejabat struktural dan staf Kelurahan;

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(LPMK);
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3. Anggota DPRD, vaitu anggota DPRD Kota Semarang dari Daerah
Pemilihan setempat atau yang berdomisili di wilayah Kelurahan
setempat;

Pengurus Partai di tingkat kelurahan;

5. Delegasi RW dan organisasi kemasyarakatan di Kelurahan,
yaitu:

a) Delegasi utusan dari masing-masing RW yang sekurang-
kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang tiap RW;

b) Perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Kelurahan;

¢] Organisasi atau lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan
(Karang Taruna, kader Posyandu, Forum Anak Kelurahan,
PKK, Pengurus Pos PAUD, Kelompok Kerja Kelurahan Sehat,
dan lain-lain};

d} Tekeh Agama/Masyarakat, tokoh perempuan atau
pengurus organisasi perempuan;

e] Majelis Taklim atau majelis keagamaan lainnya yang ada di
Kelurahan;

) Perwakilan warga miskin;

g) Kelompok Profesi (guru, dokier, pengusaha, dan lain-lain};

h) Kelompok usaha kecil (sektor informal);

i) Komite Sekolah Negeri dan Swasta vang ada di wilayah
Kelurahan;

i) LM yang berdomisili dan beraktivitas di wilayah Kelurahan
setempat;

k} LSM lain yang peduli terhadap proses perencanaan
pembangunan partisipatif di Kota Semarang;

1) Kepala Puskesmas vang membawahi wilayah Kelurahan
bersangkutan;

mj Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/R)
SKPD yang ada di wilayah Kelurahan /Kecamatan.

F. Narasumber

1. Unsur Narasumber
Narasumber dalam pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGEKEL, terdiri dari Camat, LPMK Kelurahan, Lurah,
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serta anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil)
atau yvang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat.

2. Tugas Narasumber
a. Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu
diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan
keputusan PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGKEL;
b. Lurah selain menyampaikan hal yang sebagaimana dimaksud
pada huruf 2a juga menyampaikan program/ kegiatan

prioritas Kelurahan;

G. Penyelenggara dan Fasilitator

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan
penyusunan hasil MUSRENBANGKEL, maka dibentuk tim
penyelenggara dan fasilitasi MUSRENBANGKEL yang melibatlkan
unsur masyarakat dan pemerintah Kelurahan dengan Lurah sebagai
penanggungjawabnya, Tim Penyelenggara dan Fasilitasi
MUSRENBANGKEL dibentuk dan ditetapkan cleh Lurah pada saat
pelaksanaan Persiapan MUSRENBANGKEL 1, yang terdin dari Ketua,
Sekretaris dan beberapa anggota sesual kebutuhan. Tim
Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL juga bertugas
sebagai  fasilitator  pelaksanaan  MUSRENBANGKEL. Tim
Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL harus melibatkan
unsur Pemerintah Kelurahan, LPMK dan atau warga masyarakat
yvang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memfasilitasi
dialog/musyawarah partisipatif atau yang pernah mendapatkan

pelatihan fasilitator perencanaan partisipatif.

H. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

Peran dan fungsi dari pelaku kegiatan MUSRENBANG Kelurahan,
yaitu:
1. Camat

a. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan

MUSRENBANGKEL.
b. Menjadi narasumber pada pelaksanaan MUSRENBANGKEL.



2. Lurah
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a. Persiapan MUSRENBANGKEL

Bertanggungjawab terhadap rangkaian pelaksanaan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL,
Memtasilitasi dan menetapkan pembentukan tim
penyelenggara dan fasilitasi MUSRENBANGKEL, yang
harus terdiri dari unsur masyarakat (LPMK)} dan unsur
Pemerintah Kelurahan;

Memfasilitasi rapat persiapan MUSRENBANGKEL dan
PRA MUSRENBANGKEL

Menyiapkan kegiatan yang bersifat lintas RW atau dalam
skala Kelurahan. Kegiatan ini merupakan usulan dari
Kelurahan yang dianggap penting dan mendesak untuk
dilaksanakan serta usulan-usulan yang berasal dari
Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Usulan prioritas ini bersama
dengan hasil Rembug Warga akan dibahas pada PRA
MUSRENBANGEKEL dan pelaksanaan MUSRENBANGKEL
yvang menjadi bagian dalam Usulan Kegiatan Prioritas
vang akan dikirimkan ke MUSRENBANGCAM;
Berkoordinasi dengan anggota DPRD di Dapil tentang
usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang berlekasi di
wilayvah kelurahan;

Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau
Badan (UPTD atau SKD) terkait dan Perangkat Daerah
teknis lain untuk mendapatkan informasi kegiatan pada
tahun 2017 serta rencana di tahun 2018 yang akan
dilaksanakan di wilayah kelurahan;

Menetapkan jadwal pelaksanaan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Jadwal dan
tahapan pelaksanaan harus diumumkan secara luas
kepada masyarakat dan juga disampaikan kepada
Kecamatan;

Mengelola anggaran penyelenggaraan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL secara

terbuka, efektif, dan efisien;
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* Berkoordinasi dengan Camat terkait dengan pelaksanaan
PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL.

Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL

* Membuka acara PRA MUSRENBANGKEL;

* Menyampaikan prioritas pembangunan kelurahan;

* Menutup acara pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL.

Pelaksanaan MUSRENBANGEEL

* Membuka acara MUSRENBANGKEL;

* Menyampaikan prioritas pembangunan kelurahan;

* Bersama-sama dengan Ketua LPMK menandatangani
berita acara hasil MUSRENBANGKEL;

¢ Bersama-sama dengan Ketua LPMK menandatangani
Usulan Kegiatan Prioritas Kelurahan yang merupakan
kesepakatan hasil MUSRENBANGKEL sesuai form-form
terlampir;

* Menetapkan tim delegasi untuk mengikutl
MUSRENBANGCAM, sesuai dengan kesepakatan hasil
MUSRENBANGKEL;

* Menutup acara pelaksanaan MUSRENBANGKEL.

3. Ketua LPMK

a.

Memfasilitasi pembahasan PRA MUSRENBANGKEL untuk
menentukan cita-cita dan arahan pembangunan di wilayah
kelurahan;

Bersama-sama dengan Tim Penyelenggara dan Fasilitasi
MUSRENBANGKEL menetapkan hasil PRA
MUSRENBANGKEL berupa Daftar Identifikasi Potensi
Wilayah serta rumusan daftar skala prioritas untuk dibahas
dan ditetapkan di MUSRENBANGKEL;

Bersama-sama dengan Lurah menandatangani berita acara
hasil MUSRENBANGKEL.

Bersama-sama dengan Lurah dan Koordinator BKM
menandatangani Usulan Kegiatan Prioritas Kelurahan yang
merupakan kesepakatan hasil MUSRENBANGKEL sesuai
form-form terlampir,

Ketua LPMK dapat terlibat dalam Tim Penyelenggara dan

Fasilitasi.
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4. Tim Penyelenggara dan Fasilitasi

a. Melaksanakan seluruh proses MUSRENBANGKEL, mulai dari
tahap persiapan, pelaksanean PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSENBANGKEL, serta pasca pelaksanaan
MUSRENBANGKEL.

b. Memiasilitasi pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGKEL agar dapat berjalan sesual dengan
prinsip-prinsip perencanaan partisipatif.

Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Rembug Warga.

d. Menghimpun hasil Rembug Warga.

e, Menyusun tata tertib dan mekanisme pembahasan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGEKEL.

f. Menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL.

g. Memastikan keterwakilan peserta dari seluruh  unsur

masyarakat.

5. Delegasi RW

a. Memberikan penjelasan, klarifikasi, usulan serta solusi (hasil
dari kegiatan Rembug Warga RW).

b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.

6. Peserta Lainnya
Memberikan usulan, saran atau pendapat dalam pembahasan
cita-cita dan arahan pembangunan di tingkat Kelurahan beserta
langkah-langkahnya.

7. Pemantau
Memberikan pendapat, saran atau masukan pada saat
berlangsungnya PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL
dengan ijin dari pimpinan rapat PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGEKEL.

Tahapan Pelaksanaan

MUSRENBANGKEL merupakan kelanjutan dari Rembug Warga dan
merupakan bagian dar rangkaian pelaksanaan MUSRENBANGCAM.
Mekanisme pelaksanaan MUSRENBANGKEL terdiri dari tahapan
Persiapan MUSRENBANGEKEL, Pelaksanaan PRA MUSRENBANGKEL
dan Pelaksanaan MUSRENBANGKEL. Lurah bertanggungjawab



- 47 -

terhadap pelaksanaan Rembug Warga dan seluruh  tahapan
MUSEENBANGEKEL.

1. Persiapan MUSRENBANGEKEL
A. Rapat Persiapan MUSRENBANGKEL adalah rapat yang
dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan

MUSRENBANGKEL yvang dipimpin oleh Lurah bersama LPMK

dengan peserta dari perwakilan LPMK, BKM, staf Kelurahan

dan perwakilan tokeh masyarakat;
B. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara dan
Fasilitasi MUSRENBANGKEL, yang ferdiri dari Ketua,
Sekretaris, dan beberapa anggota, dengan melibatkan unsur
LPMK, wunsur pemerintahan Kelurahan dan unsur
masyvarakat. Tim Penyvelenggara dan Fasilitasi
MUSRENBANGKEL ditetapkan dengan Surat Keputusan
Lurah paling lambat pada minggu kedua bulan Januari
2018.

Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGEKEL

mempunyai tugas:

a) Melaksanakan seluruh proses MUSRENBANGKEL, mulai
dari tahap persiapan, pelaksanaan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL, serta pasca
pelaksanaan MUSRENBANGKEL:;

b} Menetapkan agenda, tempat dan daftar undangan PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL. Surat
Undangan ditandatangani oleh Lurah., Menetapkan
jadwal dan daftar yang diundang pada
MUSRENBANGEKEL. Jadwal dan tahapan pelaksanaan
MUSRENBANGKEL harus diunmumkan kepada
masyarakat paling lambat 4 (empat] hari sebelum
pelaksanaan;

c¢) Menyebarkan undangan ke seluruh peserta PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL;

d) Mempersiapkan materi untulk pelaksanaan PRA
MUSRENBANGKEL dan pelaksanaan
MUSRENBANGKEL,;




2)

€}

b}

i)
J)
k)

h)

.

Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Rembug Warga,
Kecamatan dan Bappeda terkait dengan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang akan dilakukan di wilayah
keharahan pada tahun 2018 dan 2019 serta kebijakan
dan rencana pembangunan di wilayah Kelurahan
bersangkutan;

Menyiapkan dokumen pendukung (data-data) terkait
dengan kondisi geografis, potensi infrastrulctur, potensi
sosial, potensi budaya dan ekonomi di Kelurahan;
Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan seperti: whiteboard, spideol dan penghapus,
sound system, staples, paper clip, kertas plano dan lain-
lain;

Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif dan
dapat menampung seluruh peserta PRA
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL;
Menyediakan konsumsi rapat;

Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya diskusi:
Menyampaikan jadwal PRA MUSRENBANGKEL dan
MUSRENBANGKEL kepada Kecamatan;

Berkoordinasi dengan BKM terkait dengan sinkronisasi
MUSRENBANGKEL dengan pelaksanaan Rembug Warga
Tahunan BEM;

m) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan form-form

terkait ke Kecamatan

Membentuk Tim Fasilitasi Rembug Warga. Tim Fasilitasi

Rembug Warga ini dibentuk dengan anggota dari unsur

pemerintahan Kelurahan dan tokoh masyarakat/LPMK. Tim

Fasilitasi Rembug Warga ini mempunyai tugas:

a)

b)

Melakukan koordinasi kepada ketua RW untuk
memastikan jadwal pelaksanaan Rembug Warga di
setiap RW sesuai kesepakatan;

Memfasilitasi dalam mempersiapkan, menggandakan,
dan membantu pengisian format isian RT/RW;
Memfasilitasi penyediaan data-data pendukung yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan Rembug Warga;
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d) Memfasilitasi dan mengarahkan jalannya musyawarah
pelaksanaan Rembug Warga hingga menghasilkan daftar
usulan prioritas di tingkat RW untuk diusulkan pada
PRA MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGKEL.

3) Menyusun edaran pelaksanaan Rembug Warga beserta
form-formnya;
C. Rapat Persiapan MUSRENBANGKEL dilaksanakan paling
lambat pada minggu kedua bulan Januari 2018,

2. PRA MUSRENBANGKEL

A. PRA MUSRENBANGKEL merupakan forum untuk menyusun
cita-cita masyarakat beserta langkah-langkahnya di tingkat
kelurahan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah
tersebut yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan
di tingkat Kecamatan dan Kota. PRA MUSRENBANGKEL juga
merupakan forum untuk menetapkan materi dan rumusan
bahan untuk dibahas pada MUSRENBANGEKEL. PRA
MUSRENBANGKEL difasilitasi oleh Tim Penyelenggara dengan
Lurah serta LPMK sebagai narasumber dan pengarah;

B. Peserta PRA MUSRENBANGKEL adalah Lurah, LPMK,
perwakilan dari RW, BKM, pendamping dari Kecamatan,
Bappeda, perwakilan dari organisasi di tingkat Kelurahan, Unit
Pelaksana Teknis Dinas/Bagian (UPTD/B), Puskesmas di
wilayah Kecamatan, dan perwakilan tokoh masyarakat;

C. Pada PRA MUSRENBANGKEL dilaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

1) Menetapkan rancangan acara, tata tertib dan mekanisme
pembahasan vang akan dilalkukan di MUSRENBANGKEL:

2) Menyusun daftar potensi infrastruktur, potensi sosial,
budaya dan ekonomi sebagai bahan musyawarah penentuan
arah pembangunan {cita-cita) wilayah Kelurahan yang ingin
dicapai. Penyusunan daftar potensi wilayah dapat
menggunakan Form Kel.1;

3) Menyusun arahan pembangunan yang diinginkan (cita-cita)
di wilayah Kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah
yang dimiliki. Berdasarkan karakteristik wilayah yang telah
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5)

6)

7)

8)

9)
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disepakati ini selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan
tema, potensi, gambaran permasalahan dan gambaran hasil
vang diinginkan dari Kampung Tematik vang direncanakan
(Form Kel.2);

Mensinergikan perencanaan tingkat kota dan kecamatan
dengan arahan pembangunan yang diinginkan (cita-cita) di
wilayah Kelurahan;

Merumuskan langkah-langkah nyata untuk mencapai arah
pembangunan (cita-cita) yang telah disepakati;

Membahas hasil Rembug Warga sesuai dengan form yang
ada;

Mensinkronkan hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM
Kelurahan setempat dan usulan Pokok-pokok Pikiran
anggota DPRD dengan usulan dari Rembug Warga serta
rumusan  langkah-langkah  untuk  mencapai arah
pembangunan (cita-cita} yang telah disepakati;

Membahas isu strategis yang belum masuk dalam hasil
Rembug Warga atau usulan prioritas Kelurahan;

Menyvusun dan menyepakati prioritas kegiatan di tingkat
Kelurahan yang bersifat mendesak dengan skala Kelurahan
atau lintas RW, yang belum ada pada usulan Rembug Warga
atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRI);

10) Membahas Daftar Panjang Usulan Kegiatan Kelurahan

Bidang Infrastruktur yang merupakan gabungan dari
selaruh Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW Bidang
infrastruktur (Form RW, 1} ditambah usulan diluar daftar
usulan prioritas sebagai bahan masukan
MUSRENBANGKEL, daftar usulan kegiatan dari Pokok-
Pokok Pikiran DPRD, serta prioritas pembangunan skala
Kelurahan atau lintas RW yang belum ada pada usulan
Rembug Warga;

11) Memilah usulan kegiatan yang dapat didanai dari APBD Kota

maupun diluar APBD Kota, yaitu yang berasal dari swadaya,

PNPM, Pamsimas, CSR swasta, atau dari sumber lain;
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12) Membahas usulan kegiatan yvang diusulkan akan didanai
dari APBD Kota, dengan memilah usulan kegiatan yang
dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a) kegiatan Infrastruktur atau fisik atau konstruksi yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; atau

b} kegiatan non fisik atau kegiatan Sosial, Budaya dan
Ekoneomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

13} Kegiatan pembangunan fisik atau konstruksi yang dapat
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah kegiatan
konstruksi yang dilakukan di atas tanah/ lahan aset
Pemerintah Kota atau aset milik umum, bukan di atas
tanah/ lahan yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga.
Untuk kegiatan vang diusulkan melalui kegiatan Perangkat
Daerah dipilah menjadi :

a) Usulan Kegiatan INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KELURAHAN, dengan ketentuan sebagai
berikut:
¥ Merupakan usulan kegiatan fisik yang dapat didanai

APBD melalui kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan
yang merupakan  lkewenangan — dan dapat
dilaksanakan oleh Kecamatan;

v Merupakan usulan kegiatan dengan jumlah dana
sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiahy);

v Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah kecamatan,
adalah untuk pekerjaan:

» konstruksi jalan lingkungan dengan lebar
sampal dengan 2,5 meter:

+ konstruksi saluran lingkungan permukiman
lebar sampai dengan 30 sentimeter.

v Usulan kegiatan infrastrulktur tersebut dilaksanakan
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota

Semarang.
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v Usulan kegiatan ini akan dibahas pada

MUSRENBANGCAM untuk masuk pada rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan, pada
kegiatan:

+ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan
kualitas jalan dan jembatan, yaitu untuk usulan
pembangunan jalan dan jembatan

+ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan
kualitas saluran lingkungan permukiman, yaitu
untuk usulan pembangunan saluran drainase

Jumlah usulan yang disampaikan ke
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 3
(tiga} kali jumlah RW yang ada, Jadi, misalnya di
Kelurahan A terdapat 10 (sepuluh) RW, maka jumlah
usulan yang dapat disampaikan ke
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 30
(tiga puluh) usulan yang merupakan prioritas dengan
skor nilai tertinggi. Jumlah dan Ilokasi yang
diusulkan adalah berdasarkan prioritas, bukan
sekedar bagi rata ke seluruh RW vang ada. Jumlah
usulan yang disampaikan ke MUSRENBANGCAM
adalah tnerupakan jumlah maksimal yvang dapat
diusulkan, sehingga dimungkinkan untuk
mengusulkan kurang dari batasan maksimal jika
memang di wilayah Kelurahan tidak membutuhlan
usulan kegiatan lagi;

Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga

tetap masuk dalam rumusan Daftar Panjang Usulan

Kegiatan di Musrenbang Kelurahan {(Form Kel. 3J,

sebagai bahan pertimbangan untuk

MUSRENBANGKEL tahun berikutnya. Usulan di luar

prioritas sebanyak 3 [(tiga) kali jumlah RW juga

menjadi bahan pertimbangan dan dibahas pada

MUSRENBANGCAM, jika memang mendesak untulk

dilaksanakan serta menjadi daftar panjang (long list)

di tingkat kecamatan;
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¥ Usulan yang disampaikan adalah usulan dengan

teknologi sederhana dan resiko kegagalan konstruksi

vang kecil.

Usulan Kegiatan INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN
PERMUKIMAN MELALUI FASILITASI MUSRENBANG
KECAMATAN, dengan ketentuan sebagai berikut:

Merupakan usulan prioritas Kelurahan yang bersifat
mendesak dan  lintas wilayah RW  yang
membutuhkan pendanaan diatas Rp. 150,000.000,-
{seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupish);

Usulan  kegiatan ini akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan pada
kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang;

Jumlah usulan yang disampaikan ke
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 3
{tiga) usulan yang merupakan prioritas dengan skor
nilai tertinggi;

Jenis pekerjaan vang dapat diusulkan adalah
pekerjaan-pekerjaan  fisik  sarana  prasarana
infrastruktur (pembangunan jalan! jembatan,
saluran, talud, taman RTH, pembangunan lapangan
olahraga) vyang berada di dalam lingkungan
perumahan atau permukiman, seldin usulan
pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Usulan
PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanalkan oleh
Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukimany};

Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota

Semarang.
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Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah kecamatan,
adalah untuk pekerjaan:

« konstruksi jalan lingkungan dengan Iebar
kurang atau sama dengan 2,5 meter;

+ konstruksi saluran lingkungan permukiman
dengan lebar kurang atau sama dengan 30
sentimeter.

Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga

atau prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam

Daftar Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan

pertimbangan untuk MUSRENBANGKEL tahun

berikutnya.

Usulan hanya dapat dilaksanakan jika berada di atas

tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota

Semarang. Jika usulan yang disampaikan

membutuhkan ketersediaan lahan, maka harus

dijelaskan lokasi dan alamat jelasnya serta status

kepemilikan lahannya;

¢} Usulan Kegiatan INFRASTRUKTUR KEWENANGAN
PERANGKAT DAERAH TEKNIS, dengan ketentuan

sebagai berikut:

Merupakan usulan INFRASTRUKTUR  JALAN,

SALURAN DAN JEMBATAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN dengan kebutuhan pendanaan di atas

Rp. 200.000.000,- {(dua ratus juta rupiah}. Usulan

kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM

untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja

Peranglkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman tahun 2019;

- Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah
untuk pekerjaan:

+  konstruksi jalan lingkungan lebar diatas
2,5 meter;
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*  konstruksi saluran lingkungan
permukiman lebar diatas 30 sentimeter.
Merupakan usulan INFRASTRUKTUR  JALAN,
SALURAN DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN
PERMUKIMAN dengan usulan anggaran di atas Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usulan
kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM

untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja

Perangkat Daecrah Dinas Pekerjaan Umum tahun
2019;

Merupakan usulan INFRASTRUKTUR LAINNYA yang
merupakan kebutuhan di wilayah dengan usulan
anggaran sesual dengan kebutuhan (tidak ada
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk
dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat
Daerah teknis infrastruktur vang terkait. Misal :
pengadaan kontainer sampah, RTH kawasan
perkotaan, dll.

Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan
Jalan Umum (PJU) dan usulan lain yang terkait
dengan kewenangan yang hanya dapat dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah teknis dengan wusulan
anggaran sesuai dengan kebutuhan (tidalk ada
pembatasan usulan angparan). Usulan kegiatan ini
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk
dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat
Daerah teknis infrastruktur vang terkait;

Jumlah usulan yvang disampaikan ke
MUSRENBANGCAM sebanyak banyaknya adalah 7
(tujuh) usulan yang merupakan prioritas dengan
skor nilai tertinggi;

Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga
atau prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam

Daftar Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan



-51 -

pertimbangan untuk MUSRENBANGKEL tahun
berikutnya.

- Jika wusulan yang disampaikan membutuhkan
ketersediaan lahan, maka harus dijelaskan lokasi
dan alamat jelasnya serta status kepemilikan
lahannya;

14) Jumlah usulan anggaran atas pekerjaan fisik infrastruktur
yang diusulkan, antara lain dapat ditentukan dengan
memerhatikan peraturan terbaru tentang Standarisasi
Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa
Pekerjaan Pemerintah Kota Semarang.

15) Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di Lingkungan
Permukiman, dengan ketentuan sebagai berikut:

v Digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan
perempuan di kelompok RT, RW maupun Kelurahan
yang bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan
perempuan, kesejahteraan perempuan, kemandirian
perempuan serta dapat bermanfaat bagi pribadi,

keluarga dan lingkungan;

v Total pagu anggaran per kelurahan adalah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

16} Usulan Kegiatan Non Fisik atau Usulan Kegiatan Sosial,
Budaya dan Ekonomi Lingkungan Permukiman (selain
kegiatan Pemberdayaan Perempuan), dengan ketentuan
sebagal berikut:

v' Usulan kegiatan ini akan menjadi masukan bagi
penyusunan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan dan
Perangkat Daerah Teknis terkait pada rancangan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

v Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi
merupakan kematan berbasis pemberdayaan
masyarakat (di luar kegiatan pembangunan fisik) yang
antara lain meliputi:

- Kegiatan vang mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, misalnya kerja bakti bedah rumah,




-

pelatihan keterampilan usaha produktif, rintisan
pembentukan senlra-sentra kuliner/kerajinan, dan
lain-lain;

- Kegiatan penunjang pengembangan budaya/adat
tradisi lokal, olahraga non profesional dan olahraga
rekreasi, misalnya wayangan, warak dugderan, lomba
Tari Jipin, sedekah bumi, sedekah laut, bersih desa,
apitan, penyelenggaraan turnamen olahraga di tingkat
kelurahan dan kecamatan, seleksi untuk lomba-
lomba yang diselenggarakan di tingkat kecamatan

atau kota, dan lain-lain;

- Kegiatan berupa penunjang pemberdayaan
masyarakat, misalnya penguatan peranan pokmas,
pengembangan kelurahan sehat, peningkatan pola
hidup sehat masyarakat, peningkatan ketentraman
dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
lain-lain;

- Kegiatan berupa penyebarluasan informasi,
pengetahuan, kampanye, atau sosialisasi kegiatan
dan program pembangunan, misalnya sosialisasi
Bank Sampah, sosialisasi Pola Hidup Sehat, dan lain-
lain;

- Keglatan penunjang pemberdayaan lanjut wusia
{(lansia), misalnya penguatan lansia melalui seminar/
sosialisasi, persiapan menghadapi masa pensiun, dlil

v Usulan ini harus benar-benar memperhatikan

kemampuan, potensi warga dan kebutuhan nyata di

wilayah;

v Usulan yang mendukung pengembangan Kampung

Tematik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah

menjadi salah satu faktor prioritag usulan;
¥ Usulan berupa pelatihan yang diusulkan harus

merupakan pelatihan yang akan dimanfaatkan watrga
untuk meningkatkan kesejahteraan.
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Usulan sosialisasi vyang diusulkan merupakan
kebutuhan informasi atau pengetahuan yang berguna
bagi peningkatan kualitas hidup atau peningkatan
kesejahteraan masyarakalt, misal sosialisasi pola hidup
sehat, sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba,
sogialisasi Bank Sampah, pemberdayaan & penguatan

lansia dan lain-lain.

17) Menyusun dan menyepakati rumusan hasil PRA
MUSRENBANGKEL, yang terdiri dari:

a)
b}
c)

d)

€)

g

h)

Daftar Identifikasi Potensi Wilayah;

Data Identifikasi Kampung Tematik;

Rumusan arahan pembangunan (cita-cita) wilayah
kelurahan yang telah disepakati;

Rumusan Daftar Panjang Usulan Kegiatan di
Musrenbang Kelurahan;

Rumusan Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Kelurahan;

Rumusan Usulan Kegiatan Infrastruktur Jalan, Saluran
dan Jembatan Lingkungan Permukiman melalui
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan;

Rumusan Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan
Perangkat Daerah Teknis;

Rumusan Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
Rumusan Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi
Linglkungan Permukiman.

18) Penyvusunan rumusan-rumusan tersebut dilakukan dalam
Rapat PRA MUSRENBANGKEL secara musyawarah mufakat
dengan memerhatikan prinsip-prinsip partisipatif. Langkah-
langkah vang dilakukan adalah sebagai berikuat:

a)

Merumuskan kriteria dalam menentukan prioritas.

Perumusan kriteria prioritas untuk menyeleksi usulan

kegiatan dapat menggunakan pendekatan yang

sederhana dengan batasan/Tumusan :

v Kesesuaian dengan arahan (cita-cita) pembangunan
wilayah Kehurahan berdasarkan potensi yang dimiliki

di wilayah, kesesuaian dengan dokumen perencanaan




tata ruang (RTRW), kesesuaian dengan perencanaan di
tingkat Kota;

¥ Tingkat Kemendesakan:
Kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila
tidak sepera ditangani akan mengganggu akfivitas
warga, mengganggu kesejahteraan masyarakat, atau
menurunkan tingkat pendapatan. Semakin
mendesak, semakin tinggi nilainya.

v’ Tingkat Kemanfaatan:
Manfaat kebutuhan tersebut dirasakan oleh banyak
orang atau kelompok, misalnya kelompok perempuan,
kelompok miskin, kelompok mineritas dan golongan
muda. Semakin banyak yang merasakan manfaatnya,
semakin tinggi nilainya.

¥ Ketersediaan Sumber daya:
Kebutuhan tersebut didukung oleh sumberdaya yang
cukup untuk melaksanakannya. Semakin banyak
sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan
kebutuhan tersebut, semakin tinggl nilainya.

Proses penghitungannya dilakukan dengan scoring
menggunakan skala nilai sebagai berikut:
1 : tidak mendesak/bermanfaat/mendukung
2 : kurang mendesak/bermanfaat/mendukung
3 : mendesak/bermanfaat/ mendukung
4 : sangat mendukung
b) Untuk kegiatan yang akan diusulkan dibiayai dari APBD,
prioritas kegiatan yang dihasilkan akan terbagi menjadi
2 (dua), yaitu prioritas utama dan prioritas lanjutan.
¥ Prioritas Utama adalah prioritas yang akan diajukan
pada MUSRENBANGCAM untuk diteruskan ke Forum
Perangkat Daerah dan MUSRENBANGKOT (untuk
menjadi kegiatan Perangkat Daerah atau melalui
mekanisme hibah/bantuan sosial} atau diusulkan
didanai dari kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan,
yaitu melalui  kegiatan-kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah (eks
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kontingensi) dan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Pembangunan Hasil MUSRENBANGCAM;
v Prioritas Lanjutan adalah prioritas daftar tunggu
untuk tahun berikutnya
Proses penentuan skor usulan kegiatan dari Rembug
Warga dilakukan secara online melalui sistem informasi
SIMPERDA yang dapat diakses pada alamat website
www. simperda. semarangkota.go.id. Semua  usulan
Rembug Warga harus dimasukkan dalam SIMPERDA
serta harus dilakukan penilaian terhadap seluruh

usulan.

19) Menyusun rumusan Kriteria tim delegasi Kelurahan ke
MUSRENBANGCAM.

20) Menyiapkan dokumen-dokumen vang diperlukan pada saat
pembahasan MUSRENBANGKEL, antara lain:

a)

by

d)

€)

gl

h)

i)

Dokumen Usulan Prioritas Bidang I[nfrastruktur serta
Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi hasil Rembug
Warga dari seluruh RW;

Daftar Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang berlokasi di
wilayah Kelurahan;

Data Potensi Wilayah,

Data-data kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik
vang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan oleh
Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah
Kecamatan;

Hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM;

Dokumen RPJM/Pronangkis Kelurahan;

Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan vang
sedang dilaksanakan, terutama kegiatan-kegiatan yang
akan dilakukan di tahun berjalan, baik yang bersumber
dari APBD kota, APBD provinsi, maupun yang
bersumber dari PNPM atau swasta {CSR);

Monografi Kelurahan (luas wilayah, struktur organisasi
Kelurahan, jumlal penduduk, fasilitas sosial, fasilitas

umum, sarana keagamaan);

Peta lingkungan RW (potensi dan permasalahany;
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j) Data jumlah dan peta sebaran kelompok miskin kota;
k) Peraturan-peraturan yang terkait dan diperlukan pada
saat pelaksanaan MUSRENBANGKEL;
I} Data kondisi sarana prasarana sekolah;
m) Format-format isian MUSRENBANGKEL;
n} Foto-foto lokasi usulan untuk kegiatan fisik.
21) PRA MUSRENBANGKEL dilaksanakan sebelum pelaksanaan
MUSRENBANGKEL atau paling lambat pada minggu ketiga

bulan Januari 2018.

3. Pelaksanaan MUSRENBANGKEL

A Dalam MUSRENBANGKEL, fokus acara adalah untuk merinet
dan menyepakati prioritas usulan yang tertuang dalam Daftar
Skala Prioritas Kelurahan. Daftar ini merupakan daftar panjang
yang harus memuat seluruh usulan baik yang berasal dari
Rembug Warga, Prioritas Keclurahan dan Pokok-Pokok Pikiran
DPRD;

B.Setiap peserta harus sudah mendapatkan materi yang telah
dipersiapkan oleh Tim Penyelenggara dan Fasilitasi. Materd
dibagikan kepada peserta selambatnya pada saat pendaftaran
pelaksanaan MUSRENBANGKEL. Materi yang berupa usulan
kegiatan harus disajikan seluruh usulan (daftar panjang), tidak
hanya usulan yang menjadi prioritas saja;

C.Pelaksanaan MUSRENBANGKEL dilaksanakan paling lambat
mingpu keempat bulan Januari 2018;

D.Mekanisme Pelaksanaan
1) Pendaftaran peserta;

2) Pembukaan oleh Lurah

3) Pengarahan Camat tentang informasi prioritas kegiatan
pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran
berikutnya, dan evaluasi program yang dilaksanakan pada
tahun berjalan,

4) Pemaparan dari Bappeda tentang arahan kebijakan
pembangunan atau skenario pembangunan di wilayah

Kelurahan yang bersangkutan;



3)

6)

7)

= B

Pemaparan Lurah, yang berisi uraian hasil

MUSRENBANGKEL tahun 2017 vang akan direalisasi di

tahun 2018, isu strategis dan permasalahan di Kelurahan,

arahan pembangunan (cita-cita) vang ingin dilaksanalkan di

wilayah Kelurahan, serta rencana prioritas

program/kegiatan Kelurahan di tahun 2019. Selain itu juga
disampaikan kegiatan-kegiatan pembangunan di tahun

2018 yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan yang

berasal dari kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan,

Perangkat Teknis maupun yang berasal dari usulan pokok-

pokok pikiran DPRD;

Pemaparan dan penjelasan mekanisme dan tata tertib

MUSRENBANGKEL oleh Tim Penyelenggara dan Fasilitasi

MUSRENBANGKEL;

Pemaparan rumusan yang telah disusun pada tahapan PRA

MUSRENBANGKEL dilanjutkan dengan pembahasan

penentuan prioritas Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua

Tim Penyelenggara dan Fasilitasi dengan dapat dibantu oleh

Lurah, dengan tahapan:

a) Pemaparan dan pembahasan rumusan DAFTAR
PANJANG USULAN KEGIATAN DI MUSRENBANG
KELURAHAN  BIDANG INFRASTRUKTUR, yang
_mempakan daftar panjang (long list) seluruh Usulan
Kegiatan Infrastrukiur Lingkungan Permukiman, baik
kegiatan vang akan dilaksanakan dan merupakan
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan maupun
kewenangan Perangkat Daerah Teknis lainnya.

b} Pemaparan dan pembahasan rmumusan DAFTAR
USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN
PERMUKIMAN KELURAHAN, yang merupakan usulan
kegiatan yang akan diusulkan pada MUSRENBANGCAM
dan dilaksanakan oleh Perangkat Daesrah Kecamatan
melalui kegiatan Pemberdayaan Masyaralkat Dalam
Peningkatan HKualitas Jalan dan Jembatan; serta
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Saluran, dengan ketentuan:
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v Jumlah usulan yang disampaikan dengan form ini
adalah sebanyalk-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah RW
yang ada;

v Usulan yang disampaikan dengan form ini adalah
usulan kegiatan dengan jumlah dana sampai dengan
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
berdasarkan urutan prioritas pada form Usulan
Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Kelurahan.

v Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan,
adalah untulk pekerjaan:

* konstruksi jalan lingkungan lebar sampai
dengan 2,5 meter;

= konstruksi saluran lingkungan permukiman
lebar sampal dengan 30 sentimeter,

v Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan
sebagai belanja meodal schingga hanya dapat
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota
Semarang.

Pemaparan dan pembahasan rumusan DAFTAR

USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN

PERMUEKIMAN MELALUI FASILITASI MUSRENBANG

KECAMATAN, yang merupakan usulan kegiatan yang

akan diusulkan ke MUSRENBANGCAM, dengan

kketentuan kriteria;

v' Merupakan usulan yang akan dilaksanakan oleh
Peranglkat Daerah Kecamatan (melalui kegiatan
Fasilitasi Hasil Musrenbang);

v" Merupakan usulan prioritas Kelurahan yang bersifat
mendesak dan lintas wilayah RW  yang
membutuhkan pendanaan di atas Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);
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Jumlah usulan yang disampaikan ke
MUSEENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 3
(tiga) usulan yang merupakan prioritas dengan skor
nilai tertinggi;
Jenis pekerjaan yang dapat diusulkan adalah
pekerjaan-pekerjaan  fisik sarana  prasarana
infrastruktur  (pembangunan jalan, Jjembatan,
saluran, talud, taman RTH, pembangunan lapangan
olahraga) yang berada di dalam lingkungan
perumahan atau permukiman, seclain  usulan
pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Usulan
PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman);
Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan
sebagali belanja modal sehingga hanya dapat
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota
Semarang.
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan,
adalah untuk pekerjaan:

» konstruksi jalan lingkungan lebar sampai

dengan 2,5 meter;
+ Lkonstruksi saluran lingkungan permukiman
lebar sampal dengan 30 sentimeter.

Sisa usulan lain vang berasal dari Rembug Warga
atau prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam
Daftar Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan
pertimbangan untuk MUSRENBANGKEL tahun
berikutnya;
Jilkka wusulan yang disampaikan membutuhkan
ketersediaan lahan, maka harus dijelaskan lokasi
dan alamat jelasnya serta status kepemilikan
lahannya. Usulan hanya dapat dilaksanakan jika
berada di atas tanah vang merupakan aset

Pemerintah Kota Semarang;
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d) Pemaparan dan pembahasan rumusan kegiatan
Kegiatan INFRASTRUKTUR KEWENANGAN PERANGKAT
DAERAH TEKNIS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Merupakan wusulan INFRASTRUKTUR  JALAN,
SALURAN DAN JEMBATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN dengan kebutuhan pendanaan di atas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usulan
kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM
untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman tahun 2019;
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Dinas
Perumahan dan Kawasan Permulkiman, adalah
untuk pekerjaan:
= konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 2,5
meter;
* lkonstruksi saluran lingkungan permukiman
lebar diatas 30 sentimeter.
Merupakan usulan INFRASTRUKTUR  JALAN,
SALURAN DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN
PERMUKIMAN dengan usulan anggaran di atas Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Usulan
kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM

untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum tahun
2019;

Merupakan usulan INFRASTRUKTUR LAINNYA yang
merupakan kebutuhan di wilayah dengan usulan
anggaran sesual dengan kebutuhan (tidak ada
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk
dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat
Daerah teknis infrastruktur yvang terkait, Misal :
pengadaan kontainer sampah, RTH kawasan

perkotaan, dll.
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Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan
Jalan Umum (PJU) dan usulan lain yang terkait
dengan kewenangan vang hanya dapat dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah teknis dengan usulan
anggaran sesuai dengan kebutuhan (tidak ada
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini
akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk
dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat
Daerah teknis infrastruktur yang terkait;

Usulan kegiatan infrastruktur terscbut dilaksanakan
sebagai belanja modal schingga hanya dapat
dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota
Semarang.

Jumlah usulan yang disampaikan ke
MUSRENBANGCAM sebanyak-banyaknya adalah 7
(tujuh) usulan yang merupakan prioritas dengan
skor nilai tertinggi;

Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga
atau prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam
Daftar Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan
pertimbangan untuk MUSEENBANGEKEL tahun
berikutnya.

Jika usulan vyang disampaikan membutuhkan
ketersediaan lahan, maka harus dijelaskan lokasi
dan alamat jelasnya serta status kepemilikan

lahannya;

Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di

Lingkungan Permukiman, dengan ketentuan sebagai

berilkut:

Digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan
perempuan di kelompok RT, RW maupun Kelurahan
vang bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan
perempuan, kesejahteraan perempuan, kemandirian
perempuan serta dapat bermanfaat bagl pribadi,

keluarga dan lingkungan;
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Total pagu anggaran per kelurahan adalah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f) Pemaparan dan pembahasan rumusan kegiatan non fisik
atau DAFTAR USULAN KEGIATAN SOSIAL, BUDAYA
DAN EKONOMI LINGKUNGAN PERMUKIMAN, dengan
memerhatikan:

v Usulan berupa pelatthan harus benar-benar
memperhatikan kemampuan dan potensi warga yang
diusulkan. Tim Penyelenggara dan Fasilitasi harus
memastikan bahwa dengan pelatihan yang diusulkan
alkan dapat dimanfaatkan warga untuk
meningkatkan kesejahteraannya serta ada tindak
lanjut pemanfaatannya;

v Usulan berupa sosialisasi, kegiatan kebudayaan, dan
lain-lain  harus  benar-benar  memperhatikan
kebutuhan dan nilai manfaatnya bagi warga;

v Usulan akan menjadi bahan pembahasan pada
MUSRENBANGCAM dan menjadi bahan bagi
penyusunan Renja Perangkatl Daerah terkait;

Peserta dapat memberikan tanggapan terhadap rumusan
yang disampaikan oleh Tim Penyelenggara dan Fasilitasi.
Jika ada usulan prioritas kegiatan lain diluar rumusan yang
dipaparkan, peserta diperkenankan untuk mengajukan
usulan untuk selanjutnya dibahas di forum;
Selanjutnya, pembahasan untuk menentukan tim delegasi
Kelurahan, Tim delegasi Kelurahan terdiri dari Ketua LPMK
dan Koordinator BKM serta 3 (tiga) orang perwakilan yang
disepakati dalam MUSRENBANGKEL dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan. Jika di Kelurahan
tidak terdapat BKM, maka jumlah yang dipilih sejumlah
empat orang. Penentuan delegasi Kelurahan dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

v Penyampaian dan kesepakatan kriteria tim delegasi
Kelurahan. Untuk menentukan delegasi Kelurahan

diharuskan peserta yang mempunyai kemampuan untuk
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memberikan penjelasan dan memahami mekanisme
MUSRENBANG;

v Penentuan calon kandidat delegasi Kelurahan
berdasarkan usulan peserta MUSRENBANG;

v Pemilihan/pengambilan suara dan penetapan delegasi.

10) Perumusan kesepakatan hasil MUSRENBANGKEL;

11) Penandatanganan berita acara oleh Lurah, Ketua LPMK,
Ketua dan Sekretaris Tim Penyelenggara dan Fasilitas:
MUSRENBANGKEL;

12) Penutupan oleh Lurah;

13) Hasil keputusan urutan prioritas MUSRENBANGKEL dapat
langsung dimasukkan dan dicetak melalui SIMPERDA
untuk ditandatangarl pada saat pelaksanaan
MUSRENBANGKEL. Hasil MUSRENBANGKEL selanjutnya
dikirimkan ke Kecamatan paling lambat 5 (lima] hari
sebelum pelaksanaan MUSRENBANGCAM;

14) Tidak diperkenankan ada perubahan hasil kesepakatan
MUSRENBANGKEL dengan yang dikirimkan ke Kecamatan
atau yang diinput pada SIMPERDA. Lurah, Ketua LPMK,
gsertg Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGEKEL
bertanggungjawab terhadap hal ini.

J, Keluaran MUSRENBANGKEL
MUSRENBANGKEL  menghasilkan dokumen rencana Kerja

pembangunan yang terdiri dari:

1.
be
3.

Daftar Identifikasi Potensi Wilayah (Form Kel. 1);

Data [dentifikasi Kampung Tematik (Form Kel. 2);

Daftar Panjang Usulan Kegiatan di Musrenbang Kelurahan
Bidang Infrastruktur (Form Kel, 3);

Berita acara pelaksanaan Hasil MUSRENBANGKEL (Form Kel.
4);

Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Kelurahan {Form Kel. 5};

Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman melalul

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (Form Kel. 6);
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Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah
Teknis (Form Kel. 7);

Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di Lingkungan
Permukiman (Form Kel. 8);

Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan
Permukiman (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuan) (Form
Kel. 9)

Delegasi (perwakilan Kelurahan) untuk mengikuti
MUSRENBANGCAM terdiri dari Ketua LPMK, Koordinator BKM
dan maksimal 3 (tiga) orang yang dipilih oleh peserta
MUSRENBANGKEL dengan memerhatikan  keterwakilan
perempuan. Jika di Kelurahan tidak terdapat BKM, maka
jumlah vyang diusulkan oleh peserta MUSRENBANGKEL
berjumlah 4 (empat] orang.

. Anggaran/Pendanaan
Kegiatan pelaksanaan MUSRENBANGKEL berasal dari APBD Kota

Semarang pada Perangkat Daerah Kecamatan.

Lampiran Dokumen
Dolkumen pelaksanaan MUSRENBANGKEL vang diserahkan ke
Kecamatan sebagai bahan pembahasan MUSRENBANGCAM adalah:

L.
2.

Berita Acara Hasil MUSRENBANGKEL (Form Kel.4);

Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Kelurahan (Form Kel.5);

Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman melalui
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (Form Kel.6);

Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah
Teknis (Form Kel.7);

Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di Lingkungan
Permukiman (Form Kel. 8);

Usulan Kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan
Permukiman (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuan) (Form
Kel. 9).
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Tabel 3
Usulan Jadwal Tahapan Pelaksanaan MUSRENBANGKEL

PELAKSANA / BULAN / MINGGU
URAIAN TAHAPAN PENANGGUNG | DESEMBER JANUARI
JAWAB 3 4 1 213 |4

Persiapan Lurah

MUSRENBANGKEL:

a. Pembentukan Tim
Penyelenggara dan
Fasilitasi
MUSRENBANGKEL

b. Pembentukan tim :
Fasilitasi Rembug i
Warga

c. Penetapan jadwal
tahapan
MUSRENBANGKEL

Sosialisasi Lurah
pelaksanaan Rembug
Warga

Pelaksanaan Rembug | Ketua RW / Tim
Warga Fasilitasi
Rembug Warga

PRA Lurah / Tim

MUSRENBANGKEL Penyelenggara

a, Pembahasan dan dan Fasilitasi
penetapan arahan Es 2
[cita-cita) 5
pembangunan g
wilayah Kelurahan ===

b. Rekapitulasi hasil ; =i
Rembug Warga e

¢. Sinkronisasi dengan
hasil Rembug
Warga Tahunan
BEKM

d. Sinkronisasi dengan
rencana kegiatan
SKPD teknis, SKPD
kecamatan dan
Pekok-Pokok
Pikiran DPRD

e. Penyusuman
rumusan hasil
MUSEENBANGKEL

i
b ksl

BT
vl
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PELAKSANA / BULAN / MINGGLU
NO URAIAN TAHAPAN PENANGGUNG | DESEMBER JANUARI
JAWAR 3 4 2
5 | PELAKSANAAN Lurah / Tim
MUSRENBANGKEL Penyelenggara
6 | Pengiriman hasil Lurah / Tim
MUSRENBANGKEL ke Penyelenggara

Kecamatan
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Tabel 4

Pedoman Susunan Acara MUSERENBANGEKEL

NO

DURASI

ACARA

PENANGGUNG
JAWADB

+ 5 menit

Pembukaan

Lurah / Tim
Penyelenggara

+ 5 menit

Pengarahan Camat

Camat

[45%]

+ 5 menit

Paparan dari Bappeda tentang arahan
pembangunan dan skenario
pengembangan wilayah Kelurahan

Bappeda

+ 10 menit

Paparan dari Lurah tentang prioritas
kegiatan di wilayah kelurahan yang
mendasarkan pada ldentifikasi Potensi
Wilayah

Lurah

+ 20 menit

Pembahasan rumusan Daftar Panjang
Usulan Kegiatan Bidang Infrastruktur di
Musrenbang Kelurahan

Lurah / Tim
Penyelenggara
dan Fasilitasi

+ 10 menit

Pembahasan rumusan  Daftar Usulan
Kegiatan  Infrastruktur  Lingkungan
Permukiman Kelurahan hasil
pembahasan dari PRA MUSRENBAGKEL

Lurah / Tim
Penyelenggara
dan Fasilitasi

(G

10 menit

Pembahasan rumusan Daftar Usulan
Kegiatan  Infrastruktur  Lingkungan
Permukiman melalui Fasilitasi
Musrenbang Kecamatan hasil
pembahasan dari PRA MUSRENBAGKEL

Lurah / Tim
Penyelenggara
dan Fasilitasi

H

10 menit

Pembahasan rumusan Daftar Usulan
Kegiatan  Infrastruktur  Kewenangan
Perangkat Daerah Teknis hasil
pembahasan dari PRA MUSRENBAGEKEL

Lurah / Tim
Penyelenggara
dan Fasilitasi

+ 10 menit

Pembahasan rumusan Daftar Usulan
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan D
Lingkungan Permukiman; serta Usulan
Kegiatan Sosial, Budava dan Ekonomi
Lingkungan Permukiman hasil
pembahasan dari PRA MUSRENBAGKEL

Lurah / Tim
Penyelenggara
dan Fasilitasi

10

t 5 menit

Pembahasan dan penetapan delegasi ke
MUSRENBANGCAM

Lurah / Tim
Penyelenggara
dan Fagilitasi

11

+ 5 menit

Penandatanganan Berita Acara

Lurah / Tim

Penyelenggara
dan Fasilitasi

12

Penutupan

Lurah
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Form Kel. 1
DAFTAR IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH
Kelurahan
Kecamatan
No Aspek Potensi Jenis dan Junilah Potensl Wilaysih Uraian Penjelasan
Jenis Jumlah/Satuan
1 2 3 4 5
1 | INFRASTRUKTUR Jalan Lingkungan
Jalan Kota

Jalan Provinsi

Taman

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Balai Perternuan

Tempat Penampungan Sementara

Sarana Air Bersih Komunal

Sanitasi Komunal

Jembatan

........................ (dan lain-lain, diist dengan jenis
potensi infrastruktur lain yang belum tertulis)

..............................
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No

Aspek Potensi

Jenis dan Jumlah Potensi Wilayah

Jeris

Jumiah/Satuan

Uraian Penjelasan

SOSIAL BUDAYA

PAUD

TK

SD/sederajat

SMP/sederajat

SMA/sederajat

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

Posvandu

Puskesmas

Rumah Sakit

Sanggar Kesenian

Kelompok Kesenian

Kelompok/ Organisasi Wanita

Kelompok/ Pemberdayaan Lansia

........................ {dan lain-lain, diisi dengan jenis
potensi sosial budaya lain yang belum tertulis)

EKONOMI

Koperasi

UMEM

Obyek Wisata




-70 -

No Aspek Potensi Jenis dan Jumlah Potensi Wilayah Uraian Penjelasan
Jenis Jumlah/Satuan
Pasar Tradisional
Pasar Modern
Pabrik
............... iveennes [dan lain-lain, diisi dengan jenis
otensi sosial budaya lain yang belum tertulis)
Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL ©..vvvvvveiinis
BEMAarang, .. v erensss
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Koordinator BKM ................ Ketua LPMK ..........

--------




L

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Diisi dengan nomor urut usulan

Merupakan isian aspek petensi apa yang akan
dijelaskan atau diuraikan di kolom-kolom
selanjutnya

Diisi dengan potensi yang dimiliki atau yang ada di
wilayah kelurahan yang merupakan aset atau
modal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai
arahan (cita-cita) pembangunan di wilayah
Kelurahan, misalnya jalan lingkungan, pasar
tradisional, dan lain-lain

Diisi dengan jumlah dan satuan potensi yang
disebutkan pada kolom 3, misalnya 15 pabrilk,
1.231 meter, 39 unit, dan lain-lain, dan lain-lain
Diisi dengan penjelasan terkait potensi yang
disebutkan, misalnya “keberadaan pabrik dengan
jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang”,
“obyek wisata baru yang masih  belum

berkembang”, dan lain-lain.
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Form Kel. 2
DATA IDENTIFIKASI KAMPUNG TEMATIK
Keluraham e eva e e neaa
Kecamatan
Usulem:Tematile @ aiuamciibammsiiicanimmis
Titik Lokasi oAl ol b PO
No Potensi Dalam Pelaksanaan Permasalahan Dalam Pelaksanaasn Pelibatan Non Pemerintah (misal
Kampung Tematik Kampung Tematik PTN/PTS, CSR, dll)
Sosial Sosial Keterangan
o5 3
Budaya Ekonomi | Infrastrukiur Budays Ekonomi | Infrastruktur Nama Lembaga Bentuk Bantuan
i 2 3 4 5 & 7 8 g 10
Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGEEL .......cocevvee
BEMATANZ,ivavvisiisrvirrsion
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Koardinator BEM ...l Ketua LPMK .......... Lurah ........




i

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan potensi dalam pelaksanaan kampung tematik
dari sisi bidang sosial budaya, misalnya “Terdapal Seni
Budaya Kuda Lumping dengan 23 kelompok”.

Diisi dengan potensi dalam pelaksanaan kampung tematik
dari sisi bidang ekonomi, misalnya “Dekat dengan Pusat
Oleh-Oleh Semarang”.

Diisi dengan potensi dalam pelaksanaan kampung tematik
dari sisi bidang infrastruktur, misalnya “Dekat dengan
Pusat Oleh-Oleh Semarang’.

Diisi dengan permasalahan yang masih dihadapi yang
menjadi kendala pengembangan wilayah di bidang sosial
budaya misalnya “tidak ada sanggar tempat pertunjukan
dan latihan seni”.

Diisi dengan permasalahan yang masih dihadapi yang
menjadi kendala pengembangan wilayah di bidang
ekanomi, misalnya “belum ada pemasaran melalui
internet”.

Diisi dengan permasalahan yang masih dihadapi yang
menjadi kendala pengembangan wilayah di bidang
infrastruktur, misalnya “jalan akses sering tergenang
banjir”.

Diisi dengan nama lembaga non pemerintah (PTN/PTS,
CSR, dll) yang dapat dilibatkan untuk mendukung
pelaksanaan Kampung Tematik,

Diisi dengan bentuk/jenis bantuan yang dapat diberikan
oleh lembaga tersebut pada kolom 8.

Disi dengan informasi atau keterangan lainnya.




- 74

Form Kel. 3
DAFTAR PANJANG USULAN KEGIATAN DI MUSRENBANG KELURAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

KelUraHamn ¢ v ereressersiprrvassspsrmeromssessmanssss

Kecamatan @ .......coocceovimnimenninrocieninenn,
No Urut Usulan Usulan Kewenangan
Priofitas Jenis Kegiatan Lokasi RW RT | Volume | Anggaran | Baru/ | Keterangan Peranghkat

(Rp) Lama Daerah
i 2 3 + 5 & 7 8 2] 10
Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL ................
Semarang;.. ...
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Koordinator BKM ................ Ketua LPMEK .......... Lurah ........
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Keterangan:
Form ini merupakan Daftar Panjang (long list) usulan kegiatan fisik di

lingkungan permukiman yang didanai APBD, baik yang merupakan

kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan maupun Perangkat Daerah

teknis (Dinas). Usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan

dilaksanakan sebagai belanja modal schingga hanya dapat dilakukan

pada aset vang tercatat di Pemerintah Kota Semarang.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi kewenangan

Perangkat Daerah Kecamatan, adalah untuk pekerjaan:

- konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama dengan
2,5 meter;

- konstruksi saluran di lingkungan permukiman dengan lebar kurang
atau sama dengan 30 sentimeter.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan lebar lebih dari

yang tersebut di atas merupakan kewenangan Perangkat Daerah teknis

yang akan diusulkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Teknis.

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomer urut prioritas yang mencakup bidang
infrastruktur.
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, misalnya

“pavingisasi”, “perbaikan talud”, “pengerukan saluran”,
dan lain-lain.

Kolom 3 : Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam
kolom 2, misalnya “Jalan Lintang Trenggono V7, dan lain-
lain.

Kolom 4 : Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau
dapat lebih dari 1 (satu] RW misal RW 5 & RW 7

Kolom 5 : Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RT misal RT 01 & RT 03

Kolom 6 : Diisi  dengan volume pekerjaan dan satuan
kegiatan/pekerjaan vyang diusulkan dalam kolom 2,
misalnya “737 meter persegi”, 300 meter dan lain-lain.

v Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang
menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan,

adalah untuk pekerjaan:



Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

=TG-

= konstruksi jalan lingkungan lebar sampai dengan
2,5 meter;
= konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar
sampai dengan 30 sentimeter.
v' Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan

lebar di atas seperti yang tersebut di atas, maka menjadi

kewenangan Perangkat Daerah teknis.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan
untuk melaksanakan usulan tersebut di kolom 2.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi
dengan LAMA apabila usulan sudah pernah metjadi hasil
MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah
terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun
berjalan

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan
usulan kegiatan dimaksud, misalnya: “jalan alternatif
menuju Pelabuhan?, “saluran tidak mengalir”, “merupakan
seniman lokal”, “merupakan lahan pemerintah”, *Usulan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD”, dan lain-lain.

Diisi dengan mama Perangkat Daerah sesuai dengan

kewenangan (Kecamatan atau Perangkat Daerah Teknis).
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Form Kel. 4
BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kelurahan : ..ocvevvvevieinnn
Kecamatanm - ..ccoovieviiciann
Pada hari ini .......tanggal ........ bulan........ tahun ... O M— )

vang bertanda tangan dibawah ini Ketua dan Sekretaris Tim
Penyelenggara telah mengadakan MUSRENBANGKEL  yang
berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun
2019.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Telah menetapkan 3 (tiga] orang delegasi perwakilan Kelurahan
untuk mengikuti MUSRENBANGCAM (di luar Ketua LPMK dan
Koordinator BKM), yaitu:

2. Telah menetapkan Daftar Usulan Kegiatan Infrastruktur
Lingkungan  Permukiman  Kelurahan; Usulan  Kegiatan
Infrastruktur Lingkungan Permukiman Melalui Fasilitasi
Musrenbang Kecamatan; Usulan Kegiatan Infrastrulktur
Kewenangan DPerangkat Daerah Teknis, Usulan Kegiatan
Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan Permukiman; serta
Usulan Kegiatan 3osial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan
Permukiman.

3. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka hasil pelaksanaan
MUSRENBANGKEL diserahkan ke Kecamatan paling lambat 5
{lima)] hari sebelum pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM, yang
terdiri dari:

- Berita Acara MUSRENBANGKEL
- Form-Form Usulan Kelurahan (sesuai Form- Form terlampir)
Daftar Hadir MUSRENBANGEEL,



_TR

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat
dipergunakan sehagaimana mestinya.

Tim Penyelenggara dan Fasilitator MUSRENBANGKEL................

SEMATATNE; ..uicaiiowsin

Ketua, Sekretaris,

MENGETAHUI:

Koordinator BKM ........ Ketua LPMK ......, Liwralt vveives
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Form Kel. 5
USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN
Kelurahan @ ..o
Kecamatan : ..
Usulan Kewenany .
No Urat ; ; Y Usulan B '
? .m Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Vaolume Anggaran PREEAY R Keterangan Perangkis
Prioritas / Lama -
(Rp) Daerali
2k 2 3 4 5] 5} 7 8 9 10
JUMLAH
Tim Penyelenggara dan Fasilitasi MUSRENBANGKEL ..............
Semarang,.. ... ...
Ketua, Sekretaris,
MENGETAHUI:
Koordinator BEM ................ Ketua LPMK .......... Lurah ............
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Keterangan:
Form ini merupakan usulan kegiatan fisik prioritas di lingkungan

permukiman yang didanai APBD, yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Kecamatan atau Perangkat Daerah Teknis. Usulan
kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk masuk pada
rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pada kegiatan (1)
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan
jembatan, (2} Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas
saluran lingkungan permukiman dengan kerangka anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Untuk usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan dilaksanakan
sebagai belanja modal sehingga hanva dapat dilakukan pada aset yang
tercatat di Pemerintah Kota Semarang.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran vang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan, adalah untuk pekerjaan:

- konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama dengan
2.5 meter;

- konstruksi saluran di lingkungan permukiman dengan lebar kurang
atau sama dengan 30 sentimeter.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan lebar di atas seperti

yang fersebut di atas, maka menjadi kewenangan Perangkat Daerah

feknis.
Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan.

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan infrastruktur yang diusulkan
misalnya “pavingisasi’, “perbaikan talud”, “pengerukan
saluran”, “pembangunan talud tebing”, dan lain-lain.
Jumlah total usulan yang dicantumkan sebanyak-
banyaknya adalah 3 (tiga) kali jumlah RW, dan
merupakan usulan dengan nilai prioritas tertinggi.

Keolom 3 : Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam
kolom 2, misalnya “Jalan Lintang Trenggono V", “Jalan
Brotojoyo Timur”, “Jalan Menggersari”, dan lain-lain.

Kolom 2 : Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau

dapat lebih dari 1 (satu) RW misal RT 3 & RW 7




Kolom 3

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :

o

Diizi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebith
dari 1 (satu) RT misal RT 01 & RT 03
Diisi dengan  wvolume pekerjaan dan satuan
kegiatan/pekerjaan vang diusulkan dalam keolom 2,
misalnya “737 meter persegi”, “19 meter kubik”, "1 unit"
dan lain-lain.
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk
pekerjaan:
- konstruksi jalan lingkungan lebar sampai dengan 2,5
meter;
- konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar
sampai dengan 30 centimeter.
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan lebar
di atas seperti yang tersebut di atas, maka menjadi

kewenangan Perangkat Daerah teknis.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan
untuk melaksanakan usulan tersebut di kolom 2.

Besaran nilai pagu adalah sampai dengan Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per usulan.
Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi
dengan LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil
MUSRENBANGEKEL sebelumnya serta belum pernah
terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun
berjalan

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan
usulan kegiatan dimaksud, misalnya: *jalan alternatif
menuju Pelabuhan”, “saluran tidak mengalir’, “kondisi
jalan rusak berat dan tidak dapat dilewati”, “merupakan
]al_'ian pemerintah”, “Usulan Pokok-Pokok Pikiran DFPRD”,
dan lain-lain.

Diisi dengan mnama Perangkat Daerah sesuai dengan

kewenangan (Kecamatan atau Perangkat Daerah Teknis).
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Form Kel. 6

USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN MELALUI FASILITASI MUSRENBANG KECAMATAN

Kelurahan
Kecamatan
Usulan Kewenangan
N‘? I.{rut Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume | Anggaran e Keterangan | Perangkat
Prioritas / Lama Daerah
[RP] acr
1 2 3 4 & [ 7 a8 g 1a
Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL ................
SeMAarTanZ, u..coooirenin
Ketua, Sekretaris,

MENGETAHUI:
Koordinator BEM ....oocovivinrns Ketua LPMK .......... Lurah ...oovee
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Keterangan:
Form ini merupakan usulan kegiatan fisik di lingkungan permukiman yang didanai

APBD, vang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan atau Perangkat
Daerah Teknis. Usulan kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk
masuk pada rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pada kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang atau melalui Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Teknis.

Untuk usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan dilaksanakan sebagai
belanja modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang tercatat di
Pemerintah Kota Semarang.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi kewenangan
Perangkat Daerah Kecamatan, adalah untuk pekerjaan:

- konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama dengan 2,5 meter;

- konstruksi saluran di lingkungan permukiman dengan lebar kurang atau sama
dengan 30 sentimeter.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran dengan lebar di atas seperti yang

tersebul di atas, maka menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis.

Petunjuk Pengisian:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan.

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, dengan kriteria:
» Merupakan usulan pricritas Kelurahan yang bersifat mendesak
dan lintas wilayah RW;
= Jenis pekerjaan yang dapat diusulkan adalah pekerjaan fisik
infrastruktur (pembangunan jalan, jembatan, saluran, talud,
taman RTH, lapangan olahraga),
= Tidak termasuk usulan pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU). Usulan PJU hanya dapat diusulkan dan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman);
= Jumlah tetal usulan yang dicantumkan sebanyak banyaknya
adalah 3 (tiga} usulan merupakan prioritas dengan skor nilai
tertinggi.
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kelom 2,
misalnya “Jalan Lintang Trenggono V", “Jalan Brotojoyo Timur”,
“Jalan Menggersari”, dan lain-lain.
Kolom 4 : Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 01 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RW misal RT 02 & RW 04



Kolom 5

Kolom 6

Keolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :
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Diisi nama RT tempat usulan misal | RT 01 atau dapat lebih dari 1
(satu} RT misal RT 01 & RT 03
Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang
diusulkan dalam kolom 4, misalnya “737 meter persegi”, “19 meter
kubik”, "1 unit" dan lain-lain.
Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk pekerjaan:

- konstruksi jalan lingkungan lebar sampai dengan 2,5 meter;

- konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar sampai

dengan 30 centimeter.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan usulan tersebut di kolom 2. Usulan anggaran yang
dapat diusulkan adalah diatas Rp. 150.000,000,- (seratus lima
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- [dua ratus juta
rupiah);
Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA apabila  usulan sudah  pernah menjadi  hasil
MUSRENBANGEKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan
belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan
Diisi dengan hal-hal vang perlu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya: “jalan alternatif menuju Pelabuhan”,
“saluran tidak mengalir”, “kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat
dilewati”, "merupakan lahan pemerintah”, *Usulan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD”, dan lain-lain.
Diisi dengan nama Perangkat Daerah sesual dengan kewenangan
(Kecamatan atau Perangkat Daerah Teknis).
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Form Kel, 7

USULAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS

Kelurahan
Kecamatan
Usulan
No Urut . ; . Usulan Baru | . Kewenangan
Prilrites Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume An{gg;:‘an { Larna Keterangan Peranglkst Daecsls
1 2 3 <4 5 a 7 8 9 10
Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL ................
SEIMATENE v errevrsrvarininn
Ketua, Sekretaris,

MENGETAHUIL:

Koordinator BKM .............. Ketua LPFMK .......... Lurah ........
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Keterangan:
Form ini merupakan usulan kegiatan fisik di lingkungan permukiman yang didanai

APBD melalui kegiatan di Perangkat Daerah Teknis. Usulan kegiatan ini akan
dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk masuk pada rancangan Rencana Kerja
{Renja) Perangkat Daerah Teknis.

Untuk usulan kegiatan infrastruktur/ fisik tersebut akan dilaksanakan
sebagai belanja modal schingga hanya dapat dilalkukan pada aset yang tercatat di

Pemerintah Kota Semarang.

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan,
Kolem 2 : Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, dengan kriteria:
= Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN DAN
JEMBATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN dengan kebutuhan
pendanaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Usulan kegiatan ini akan dibahas pada MUSRENBANGCAM
untuk dimasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018;

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah untuk pekerjaan:
- konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 2,5 meter;
- konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar diatas
30 centimeter.

* Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN DAN
JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN PERMUKIMAN dengan
usulan anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019;

*  Merupakan usulan INFRASTRUKTUR LAINNYA yang merupakan
kebutuhan di wilayah dengan usulan anggaran sesuai dengan
kebutuhan (tidak ada pembatasan usulan anggaran). Usulan
kegiatan ini akan dihahas pada MUSRENBANGCAM untuk
dirmasukkan pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis
infrastruktur yang terkait. Misal : pengadaan kontainer sampah,

RTH kawasan perkotaan, dll,




Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom &

Kolom 9

Kalem 10 :

S BT <

=  Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum
(PJU) dan usulan lain yang terkait dengan Kewenangan yang
hanya dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis, dengan
usulan anggaran sesuai dengan Kebutuhan (tidak ada
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini akan dibahas
pada MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan
Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;

= Jumlah total usulan adalah 7 (tujuh) usulan merupakan prioritas

dengan skor nilai tertinggi.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2,

misalnya “Jalan Lintang Trenggono V7, “Jalan Brotojoyo Timur”,

“Jalan Menggersari”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 01 atau dapat lebih

dari 1 {satu) RW misal RT 02 & RW 04

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1

(satu} RT misal RT 01 & RT 03

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang

diugulkan dalam kolom 4, misalnya "737 meter persegi®, "19 meter

lubik”, "1 unit" dan lain-lain.

* Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah untuk pekerjaan:

konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 2,5 meter;
- konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar diatas 30

centimeter.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan usulan tersebut di kolom 2

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA  apabila usulan sudah  pernah  menjadi  hasil
MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan
belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan

Diisi dengan hal-hal yang periu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya: “jalan alternatif menuju Pelabuhan”,
“saluran tidak mengalir”, “kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat
dilewati”, “merupakan lahan pemerintah”, “Usulan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Perangkat Daerah Teknis Lainnya yang

memhidanat 1isilan drfrasssakreer
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Koordinator BKM ......covee...

MENGETAHUI:

Ketua LPMK

Form Kel. 8
USULAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN
KeMraliite:. foacniimaisvsebeimidiimimissag
Koeamatan | ucosamminmsosisssesngs s sams
Usulan
Nf.) U‘rut Jenis Kegiatan Lokasi RW RT |Volume | Anggaran Bextlan Bazy Keterangan
Prioritas (Rp) / Lama
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL ................
SEMNATANG, . ccovmmvmrrerrneres
Ketua, Sekretaris,

Lurah v
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Keterangan:
Form ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan perempuan

di kelompok RT, RW maupun Kelurahan yang bertujuan: meningkatkan
kualitas kehidupan perempuan, kesejahteraan perempuan, kemandirian
perempuan serta dapat bermanfaat bagi pribadi, keluarga dan
lingkungan.

Petunjuk Pengisian:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan.

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kegiatan pemberdayaan perempuan di

lingkungan permukiman. Misal: pelatihan, sosialisasi dll.

Kolom 3 : Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam
kolom 2.
Kolom 4 : Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau

dapat lebih dari 1 {satu) RW misal RW 5 & RW 7

Kolom 5 : Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RT misal RT 01 & RT 03

Kolom & : Diisi dengan  volume  pekerjaan dan  satuan
kegiatan/pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 4,
misalnya 1 kali kegiatan seosialisasi dengan peserta + 100
orang”, “12 kali pelatihan dengan peserta + 30 orang”, dan

lain-lain.

Kolom 7 : Dilsi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan

untuk melaksanakan usulan tersebut di kelom 2.

Total anggaran per kelurahan adalah Rp. 50.000.000,-
{(lima puluh juta rupiah).

Kolom 8 : Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi
dengan LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil
MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah
terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun

berjalan.

Kolom 9 : Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan

usulan kegiatan dimaksud,



Form Kel. 9
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USULAN KEGIATAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI LINGKUNGAN PERMUKIMAN (selain kegiatan Pemberdayaan Perempuany

Kelurahan b

Kecamatan

.........................................

Usulan
No Urut 4 ; ; Usulan Baru Kewenangan
Prioritas Jenis Kegiatan Lokasi RW RT Volume An(gg;;‘an / Lama Keterangan Peranghat Dusesi
1 2 J 4 S (5] 7 8 9 10
Tim Penyelenggara MUSRENBANGKEL .....oovne....
Semarang,....co.ccocaeeunis
Ketua, Sekretaris,

Koordinator BEM ......oooeviinee

MENGETAHUI:

Ketua LPMK ..........

Lurah ........




%

Petunjulc Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan,

Diisi dengan jenis kegiatan sosial, budaya atau ekonomi
terkait peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan
masyarakat ataupun perbaikan ekcnomi masyarakat
{selain kegiatan pemberdayaan percmpuan). Misal:
pelatihan pendidikan, fasilitasi pembentukan kelompok
kerja Kelurahan Schat, pelatihan tenaga kerja, sosialisasi

& fasilitasi pemasaran, pemberdayaan lansia, dll.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam
kolom 2, misalnya “Kampung Batik”, “Kelompok
Masyarakat Mawar”, “Kelompok Penggerak Ekonomi”, dan

lain-lain.

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau
dapat lebih dari 1 {satu) RW misal RW 5 & RW 7

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi  dengan  volume  pekerjaan  dan  satuan
kegiatan/pekerjaan yang diusulkan dalam kolom 4,
misalnya 1 kali kegiatan sosialisasi dengan peserta + 100
crang”, “12 kali pelatihan dengan peserta + 30 crang”, “1
kali kegiatan wayangan dengan peserta + 200 orang”, dan

lain-lain.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yvang dibutuhkan

untuk melaksanakan usulan tersebut di kolom 2.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi
dengan LAMA apabila usulan sudah pernah menjadi hasil
MUSRENBANGKEL sebelumnya serta bhelum pernah
terealisasi, dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun

berjalan



Kolom 9

Kolom 10 :

Disi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan
usulan kegiatan dimaksud, misalnya: “merupakan ajang
mendukung scniman & kesenian lokal”, “tingginya angka
penurunan kesehatan”, “Usulan Pokok-Pokok Pikiran
DPRD”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Perangkat Daerah Teknis Lainnya yang

membidangi pekerjaan sosial, budaya atau ekonomi,
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LAMPIRAN [II

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 57A TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN

A. Pengertian
MUSRENBANGCAM adalah forum musyawarah tahunan para

pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk menyusun dan
menyepakati prioritas kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kecamatan serta sebagai bahan
MUSRENBANGKOT yang akan menjadi masukan bagi penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang. Pemangku Kepentingan (stakeholders) Kecamatan adalah
pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari Kelurahan
untuk mengatasi permasalahan di wilayah Kecamatan serta pihak-
pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil

musyawarah.

B. Tujuan
Tujuan pelaksanaan MUSRENBANGCAM adalah untuk:

1. Mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam perumusan
dan pengambilan keputusan bersama pemerintah dalam
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat
Kecamatan

2. Membahas dan menyepakati Daftar Skala  Prioritas
Pembangunan di Kecamatan dari hasil MUSRENBANGKEL dan

prioritas Kecamatan lainnya;




3.
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Melakukan koordinasi, konfirmasi, dan klarifikasi usulan
program tingkat Kecamatan;

Mensinkronkan perencanaan di tingkat Kecamatan dengan
kebijakan arahan pembangunan di tingkat Kota;

Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Kecamatan maupun yang akan diusulkan
pada Forum Perangkat Daerah dan/atau MUSRENBANGKOT.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.

MUSRENBANGCAM dilaksanakan selambatnya pada minggu ke-
2 (kedua) bulan Februari 2018,

MUSREENBANGCAM  dilaksanakan di Aula/Balai/Gedung
Kecamatan/ Kelurahan atau tempat lain yang memungkinkan

untuk menampung seluruh peserta MUSRENBANGCAM.

D, Masukan
Masukan dari MUSRENBANGCAM adalah:

L.

Hasii MUSRENBANGKEL sesuai form-form yang ditetapkan.

2. Kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2018 dan rencana kegiatan
di tahun 2019 yang berlokasi di wilayah kecamatan.
3. Pokok-pokok pikiran DPRD yang ada di wilayah kecamatan.
4. Daftar Usulan Prioritas Kecamatan,
E. Peserta

Peserta MUSRENBANGCAM mewakili masyarakat dan

lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pemangku kepentingan

pembangunan lainnya vang ada di wilayah Kecamatan, yang terdiri

dari:

1

2

Unsur Pimpinan Wilayah Kecamatan: Camat, Komandan Rayon
Militer ({Danramil), dan Kepala Kepolisian Secktor (Kapalsek)
setempat.
Anggota DPRD Kola Semarang pada Daerah Pemilihan (Dapil)
kecamatan
Unsur Pemerintah Kecamatan:

Sekretaris Camat;

=1
b. Para Kepala Seksi yang ada di Kecamatan;

0

Perwakilan Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan;

=

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bagian di kecamatan.
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4. Unsur Perwakilan Kelurahan:

a.
b.
C:
d.

Lurah;

Ketua LPMK;

Koordinator BKM Kelurahan;

Delegasi yang ditunjuk pada saat MUSRENBANGKEL.

Unsur Masyarakat :

a.
b.

Tokoh masyarakat;

Organisasi masyarakat di tingkat Kecamatan (ormas
keagamaan, KNPI, Karang Taruna, PKE, koordinator LEMK,
koordinator BKM Kecamatan, dan lain-lain);
Kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat di tingkat
kecamatan atau Kota (Forum Komunikasi Kecamatan Sehat,
Kelompok Pengelola Bank Sampah, Kelompok Tani,
Kelompok Budaya, Komunitas Kreatif, dan lain-lain);

Tokoh dan kelompok komumnitas kepemudaaan;
Tokoh/kelompok perempuan;

Kelompok pengusaha kecil/sektor informal;

LSM yang berdomisili dan beraktifitas di Kecamatan
tersebut;

LSM pemantau;

Kelompok profesi {dokter, guru, pengusaha, dan lain-lain);
Pengurus Partai Politik di tingkat Kecamatan;

Komite Sekolah dan Kepala sekolah negeri dan swasta yang

ada di wilayah Kecamatan.

F. Narasumber

1.

Unsur Narasumber
Narasumber dalam pelaksanaan MUSRENBANGCAM terdiri dari
Camat, Kapolsek, Danramil, Anggota DPRD yang berasal dari

Dapil atau yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan
bersanglkutan, Tim Pendamping MUSRENBANGCAM, Perwakilan
Perangkat Daerah Kota Semarang, Kepala Unit Pelaksana Tugas

Dinas/Badan di tingkat Kecamatan.
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2. Tugas Narasumber
a. Menyampaikan dan memberikan informasi yang perlu
diketahui peserta sebagai bahan dalam proses pengambilan
keputusan MUSRENBANGCAM;
b. Camat memaparkan dan menyampaikan Program/Kegiatan

Prioritas Rencana Kerja Kecamatan.

G. Penyelenggara
Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan MUSRENBANGCAM,
maka dibentulk tim penyelenggara MUSRENBANGCAM yang
melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah Kecamatan dengan
Camat  sebagai penanggungjawabnya, Tim  Penyelenggara
MUSRENBANGCAM dibentuk dan ditetapkan oleh Camat pada saat
pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM, yang terdiri dari Ketua,

Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.

H. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan
1. Narasumber
a. Menyampaikan Kebijakan dan program pembangunan
Pemerintah Kota Semarang;
b. Menjawab jika ada pertanyaan yang menyangkut kebijakan
dan program Pemerintah Kota Semarang.
2. Camat
a. Persiapan MUSRENBANGCAM
+ Bertanggungjawab terhadap rangkaian pelaksanaan
MUSRENBANGCAM;
= Memfasilitasi dan membentuk Tim Penyelenggara
MUSRENBANGCAM;
» Memfasilitasi rapat Persiapan MUSRENBANGCAM;
= Menyusun priocritas-prioritas Kecamatan vang
merupakan kegiatan dalam skala Kecamatan atau lintas
Kelurahan. Usulan prioritas ini bersama dengan hasil
MUSRENBANGKEL  akan  dibahas pada  PRA
MUSRENBANGCAM dan pelalksanaan
MUSRENBANGCAM untuk menjadi bahan pertimbangan
dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan;




b.
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o Apabila diperlukan, dapat menunjulk Tim
Pemandu/Pendukung dari unsur masyarakat atau staf
Kecamatan /Kelurahan yang memiliki kompetensi dalam
proses pendampingan perencanaan partisipatif untuk
membantu  pelaksanaan dan  perumusan  hasil
MUSRENBANGCAM;

e Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait
dengan pengisian form MUSRENBANGCAM.

Pelaksanaan MUSRENBANGCAM

v Membuka acara MUSRENBANGCAM;

v Menyampaikan paparan prioritas program/kegiatan
Kecamatan;

v Menandatangani berita acara pelaksanaan
MUSRENBANGCAM dan usulan pricritas Kecamatan;

v Membentuk tim delegasi Kecamatan sebagai perwakilan
pada MUSRENBANGEKOT,;

v Menutup pelaksanaan MUSRENBANGCAM.

3. Tim Penyelenggara

.

£

Fomom

=

Merekapitulasi hasil dari seluruh MUSRENBANGKEL, Usulan
Prioritas Kecamatan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang
ada di wilayah kecamatan;

Menyusun  jadwal  kegiatan dan  agenda acara
MUSRENBANGCAM;

Mengidentifikasi, menetapkan dan menyebarkan undangan
ke seluruh peserta MUSRENBANGCAM;

Melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping
MUSRENBANG dari Pemerintah Kota Semarang maupun
Kepala seksi atau pelaksana teknis di Kecamatan;
Membantu tim Pendamping MUSRENBANGCAM dalam
menjalankan tugasnya;

Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
Menyediakan konsumsi rapat;

Membuat daftar hadir dan notulensi acara;

Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya pada

saat pendaftaran peserta.
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j.  Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada
gsaat pembahasan MUSRENBANGCAM, antara lain:

¥ Draft awal keputusan hasil MUSRENBANGCAM

v Daftar usulan prioritas dari Kelurahan;

v Peta-peta pendukung;

v Data kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah Kecamatan dan Perangkat Daerah teknis di
tahun anggaran 2018;

v Dokumen Rencana Strategis Kecamatan;

¥ Format-format isian MUSRENBANGCAM.

4. Delegasi Kelurahan
a. Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan program
dari Kelurahan;

b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.

5. Peserta Lainnva

Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.

6. Pemantau
Memberikan pendapat, saran atau masukan pada saat
berlangsungnya MUSRENBANGCAM dengan ijin dati pimpinan
rapat MUSRENBANGCAM.

Tahapan Pelaksanaan

MUSRENBANGCAM  merupakan kelanjutan dari rangkaian
pelaksanaan MUSRENEANGKEL dan bagian dari
MUSRENBANGKOT. Mekanisme pelaksanaan MUSRENBANGCAM
terdiri dari tahapan Persiapan MUSRENBANGCAM, pelaksanaan
PRA MUSRENBANGCAM, dan Pelaksanaan MUSRENBANGCAM.
Camat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keseluruhan
tahapan MUSRENBANGCAM. Atur acara pelaksanaan seluruh
tahapan MUSRENBANGCAM berpedoman pada Peraturan ini.

1. Persiapan MUSRENBANGCAM
a. Rapat persiapan MUSRENBANGCAM adalah rapat yang
dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan
MUSRENBANGCAM yang dipimpin oleh Camat dengan peserta
dari perwakilan LPMK, BKM, Lurah, staf Kecamatan dan
delegasi kelurahan
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b. Dalam rapat persiapan MUSRENBANGCAM dilakukan

kegiatan sebagai berikut:

1) Membentuk dan menetapkan Tim  Penyelenggara
MUSRENBANGCAM, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan

beberapa anggota, dengan melibatkan unsur masyarakat

dan unsur pemerintahan Kecamatan. Tim Penyelenggara
MUSRENBANGCAM ditetapkan dengan Surat Keputusan

Camalt paling lambat pada minggu le-4 (keempat) bulan

Januari 2018, Tim Penyelenggara mempunyai tugas:

aj

b}

d)

Melaksanakan seluruh proses MUSRENBANGCAM,
mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca
pelaksanaan MUSRENBANGCAM;
Menyusun rumusan tfata tertib dan mekanisme
pembahasan PRA MUSRENBANGCAM dan
MUSRENBANGCAM;
Menetapkan jadwal dan daftar yang diundang pada
MUSRENBANGCAM. Jadwal dan tahapan pelaksanaan
MUSRENBANGCAM harus diumumkan  kepada
masyarakat paling lambat (7) tujuh hari sebelum
pelaksanaan;
Menyebarkan  undangan ke  seluruh  peserta
MUSRENBANGCAM;
Mengkoordinasikan usulan dari anggota DPRD yang
berasal dari Dapil kecamatan melalui Pokok-Pokok
Pikiran DPRD:;
Mempersiapkan materi untuk pelaksanaan PRA
MUSRENBANGCAM dan pelaksanaan
MUSREENBANGCAM;
Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada
saat pembahasan PRA MUSRENBANGCAM dan
MUSRENBANGCAM, antara lain:
Usulan-usulan prioritas hasil MUSRENBANGKEL;
- Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang
sedang dilaksanakan, terutama Kegiatan-kegiatan
vang akan dilakukan di tahun berjalan, baik yang
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bersumber dari APBD kota, APBD Provinsi, maupun
yang bersumber dari PNPM atau swasta (CSR);

- Monografi Kecamatan (luas wilayah, struktur
organisasi Kecamatan, jumlah penduduk, fasilitas
sosial, fasilitas umum, sarana keagamaan);

- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;

- Dokumen perencanaan tingkat kota dan dekumen
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

- Data jumlah dan peta sebaran keluarga miskin di
wilayah Kecamatan;

- Peraturan-peraturan yang terkait dan diperlukan
pada saat pelaksanaan MUSRENBANGCAM;

- Format-format isian MUSRENBANGCAM;

- Kompilasi foto-foto lokasi usulan untuk kegiatan
fisilk.

h) Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan seperti: whiteboard, spidol dan penghapus,
sound system, staples, paper clip, kertas plano dan lain-
lain;

i) Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif dan
dapat menampung seluruh peserta MUSRENBANG;

il Menyediakan konsumsi rapat;

kj Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya diskusi.

2) Koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Kepala

cabang atau pelaksana teknis Perangkat Daerah di

Kecamatan.

2. Pelaksanaan PRA MUSRENBANGCAM
a. PRA MUSRENBANGCAM merupakan forum pembahasan untuk
mempersiapkan materi  yang  akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM. Rapat PRA MUSRENBANGCAM dipimpin
oleh Ketua Penyelenggara MUSRENBANGCAM dengan Camat

sebagai narasumber dan pengarah;,
b. Peserta PRA MUSRENBANGCAM adalah Camat, Lurah, seluruh
LPMX kelurahan, seluruh BKM kelurahan, seluruh delegasi

kelurahan, perwakilan dari organisasi di tingkat Kecamatan,
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Puskesmas di wilayah Kecamatan, UPTD/B dan delegasi

kelurahan;
. Dalam PRA MUSRENBANGCAM dilaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

Menyusun dan membahas isu strategis dan prioritas
permasalahan di wilayah Kecamatan yang bersifat lintas
Kelurahan atau membutuhkan pembiayaan yang besar dan
yvang belum masuk dan dianggap prioritas untuk
dilaksanakan, termasuk usulan pokok-pokok pikiran DPRD
yang berlokasi di kecamatan bersanglcutan;

Memilah usulan-usulan vang termasuk ke dalam kategori
hibah dan bantuan sosial, kemudian mengarahkan peserta
(perwakilan warga) yang mengusulkan untuk meneruskan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Merekapitulasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Kelurahan (Form Kel. 5} dar seluruh
Kelurahan dan menyusunnya menjadi rumusan Daftar
Skala Prioritas Pembangunan I[nfrastruktur Lingkungan
Permukiman Kelurahan Pada Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat (Form Cam-3);

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada poin 3 tersebut,
selanjutnyva  dilaksanakan pembahasan dan penentuan
prioritas yang dilakukan dengan adil dan berdasarkan
kriteria sebagai berikut:

- Tingkat Kemendesakan, yaitu kebutuhan tersebut
tidale dapat ditunda dan apabila tidak segera
ditangani akan mengganggu aktivitas warga,
mengganggu  kesejahteraan  masyarakat, atau
menurunkan  tingkat  pendapatan. Semakin
mendesak, semakin tinggi nilainya,;

- Tingkat Kemanfaatan, yaitu kebutuhan tersebut
manfaatnya dirasakan oleh banyak orang atau
kelompok, misalnya kelompok perempuan, kelompok
miskin, kelompok mincritas dan golongan muda.
Semakin banyak vyang merasakan manfaatnya,

semakin tinggi nilainya;
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Tingkat Ketersediaan Sumber Daya, yaitu Kebutuhan
terscbut didukung oleh sumberdaya yang cukup
untuk melaksanakannya. Semalkin banyak sumber
daya yang tersedia untuk melaksanakan kebutuhan
tersebut, semakin tinggi nilainya.

Proses penghitungannya dilakukan dengan skoring

menggunakan skala nilai sebagai berikut:

1 : tidak mendesak/bermanfaat/mendukung

2 : kurang mendesak/bermanfaat/mendukung
3 : mendesale/ bermanfaat/mendukung

4 : sangat mendukung

Proses skoring dilakukan secara online melalui SIMPERDA.

Penilaian harus dilakukan terhadap semua usulan dari

Kelurahan yang terdapat pada form Kel-5. Proses penentuan

prioritas ini dilakukan tidak semata bagi rata anggaran,

namun berdasarkan kebutuhan nyata vang ada di tingkat
kecamatan dan kelurahan;

Merekapitulasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Linglungan

Permukiman melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

(Form Kel-6) dari seluruh Kelurahan dan merumuskannya

dalam Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktar

Lingkungan Permukiman Melalui Fasilitasi Musrenbang

Kecamatan (form Cam.4}, dengan ketentuan:

- Usulan vang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Kecamatan melalui kegiatan Fasilitasi Hasil Musrenbang
Kecamatan dengan wusulan anggaran diatas Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah) yang
merupakan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan;

- Jenis pekerjaan yang dapat diusulkan adalah pekerjaan-
pekerjaan  fisik sarana prasarana  infrastruktur
(pembangunan jalan, jembatan, saluran, talud, taman
RTH, pembangunan lapangan olahraga) yang berada di
dalam lingkungan perurnahan atau permukiman, selain
usulan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan

usulan kegiatan lain yang hanya dapat dilaksanakan oleh
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Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya. Usulan
PJU hanya dapat divusulkan dan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah teknis (Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman);

Untuk usulan kegiatan infrastruktur tersebut akan
dilaksanakan sebagai belanja modal sehingga hanya
dapat dilakukan pada aset yang tercatat di Pemerintah
Kota Semarang.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk
pekerjaan:

#  konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang
atau sama dengan 2,5 meter;

*  konstruksi saluran lingkungan permukiman
dengan lebar kurang atau sama dengan 30
sentimeter.

Sisa usulan lain yang berasal dari Rembug Warga atau
prioritas Kelurahan tetap dimasukkan dalam Daftar
Panjang Usulan Kegiatan, sebagai bahan pertimbangan
untuk MUSRENBANGKEL tahun berikutnya.

Rumusan Daftar Skala  Prioritas  Pembangunan
Infrastruktur Lingkungan Permukiman melalui Fasilitasi
Musrenbang Kecamatan (Form Cam.4] disusun
berdasarkan hasil rekapitulasi MUSRENBANGKEL,
prioritas Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD
dengan melakukan penilaian terhadap seluruh usulan.
Penilaian  dilakukan melalui SIMPERDA  dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut:

* Tingkat Kemendesakan, yaitu kebutuhan tersebut
tidak dapat ditunda dan apahbila tidak segera
ditangani akan mengganggu altivitas warga,
mengganggu kesgjahteraan masyarakat, atau
menurunkan  tingkat pendapatan. Secmakin
mendesak, semakin tinggi nilainya;

* Tingkat Kemanfaatan, yaitu kebutuhan tersebut

manfaatnya dirasakan oleh hanyak orang atau
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kelompok, misalnya  kelompok — perempuan,
kelompok miskin, kelompok minoritas dan golongan
muda. Semakin banyvak yang merasakan
manfaatnya, semakin tinggi nilainya;

* Tingkat Ketersediaan Sumber Daya, yaitu
Kebutuhan tersebut didukung oleh sumberdaya
yvang cukup untuk rmelaksanakannya. Semakin
banyak sumber daya yang tersedia wuntuk
melaksanakan kebutuhan tersebut, semakin tinggi
nilainya

Proses penghitfungantiya dilakukan dengan scoring

menggunakan skala nilai sebagai berikut:

1 : tidak mendesak/bermanfaat/mendukung

2 : kurang mendesak/bermanfaat/mendukung

3 : mendesak/bermanfaat/mendukung

4 : sangat mendukung
Selain usulan berupa pembangunan/ peningkatan jalan dan
saluran, kecamatan juga dapat mengusulkan kegiatan lain
dalam  lingkup  kelurahan/, kecamatan, misalnya
pembangunan taman di permukiman, pembangunan sarana
prasarana olahraga kelurahan/ kecamatan, dan lain-lain.
Pada {form ini, kecamatan tidak dapat mengusulkan
kegiatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
teknis, misalnya pemasangan Penerangan Jalan Umum
(PJU}, pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu pada
form ini Kecamatan juga tidak dapat mengusulkan kegiatan
vang memerlukan kajian teknis terlebih dulu atau vang
memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan sistem di tingkat
kota, misalnya pembelian pompa banjir, pembangunan
rumah pompa dan lain-lain;
Merekapitulasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan
Perangkat Daerah Teknis (Form Kel.7) dari seluruh
kelurahan yang merupakan usulan kegiatan
pembangunan/peningkatan jalan, saluran dan jembatan di
dalam lingkungan permukiman atau perumahan yang

merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan
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Permukiman dengan usulan anggaran di atas Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diusulkan untuk
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, yang selanjutnya dirumuskan dalam Daftar
Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan, Saluran
dan Jembatan Lingkungan Permukiman Oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Form Cam.§).
Usulan akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah/
MUSRENBANGKOT. Penyvusunan rumusan dilakukan
dengan melakukan penilaian terhadap seluruh usulan dari
Kelurahan dan usulan prioritas Kecamatan. Penilaian
dilakukan terhadap semua usulan melalui SIMPERDA
dengan menggunakan kriteria sebagai herikut:
- Kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
- Kepentingan mendesak dan lintas Kelurahan;
- Mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah
Mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat lintas
Kelurahan
- Mendukung nilai tambah pendapatan lintas

Kelurahan.

Untuk usulan kegiatan infrastruktur akan dilaksanakan
sebagai belanja modal sehingga hanya dapat dilalcukan

pada aset yang tercatat di Pemerintah Kota Semarang.

Jumlah yang dapat diusulkan untuk dibahas pada
MUSRENBANGKOT tidak lebih dari 2 (dua} kali jumlah
kelurahan. Untuk usulan lain tetap masuk daftar panjang
{long list) yang dihimpun oleh Perangkat Daerah Kecamatan,
dan menjadi pertimbangan bagi Perangkat Daerah teknis

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Merekapitulasi Usulan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
Di Lingkungan Permukiman (Form Kel. 8] dari seluruh
kelurahan dan merumuskannya dalam Daftar Skala
Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Di Lingkungan

Permukiman (form Cam.6), dengan ketentuan:
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- Digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan
perempuan di kelompok RT, RW maupun Kelurahan
yang bertujuan: meningkatkan kualitas kehidupan
perempuan, kesejahteraan perempuan, kemandirian
perempuan serta dapat bermanfaat bagi pribadi,
keluarga dan lingkungan,

Total anggaran per kelurahan adalah Rp. 50.000.000,-
{lima puluh juta rupiah.

8] Merekapitulasi Usulan Kegiatan Sosial, DBudaya dan
Ekonomi Lingkungan Permukiman (Form Kel. 9) dan
memilahnya menjadi:

- Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi Lingkungan
Permukiman yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah Kecamatan dan dirumuskan dalam Daftar Skala
Prioritas Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi

{non Fisik) Kecamatan (Form Cam. 7).

Dari Kerangka Anggaran Kegiatan Pembangunan Hasil
MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM
sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini, yang
dapat dialokasikan untuk kegiatan non fisik adalah
adalah sebesar 15% sampai dengan 25% dar kerangka

anggaran untuk Kecamatan.

Dari pagu anggaran non fisik tersebut, dialokasikan
sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
khusus untuk kegiatan pemberdayaan lanjut usia (lansia)

di masing-masing Kecamatan,

Kegiatan-kegiatan dari usulan ini selanjutnya akan
menjadi kegiatan pada Perangkat Dacrah Kecamatan pada
rekening kegiatan FASILITASI KEGIATAN
KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG.

Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi merupakan
kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat (di luar
kegiatan pembangunan fisik dan usulan hibah dan

bantuan sosial) yang meliputi:
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¢ Kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan dan  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat, misalnya kerja bakti bedah rumah,
pelatihan keterampilan usaha produktif, rintisan
pembentukan sentra-sentra kuliner/kerajinan, dan
lain-lain;

e Kegiatan penunjang pengembangan budaya/adat
tradisi lokal, olahraga non profesional dan olahraga
rekreasi, misalnya wayangan, warak dugderan,
lomba Tari Jipin, sedekah bumi, sedekah laut, bersih
desa, apitan, penyelenggaraan turnamen olahraga di
tingkat kelurahan dan kecamatan, seleksi untuk
lomba-lomba yang diselenggarakan di tingkat
kecamatan atau kota, dan lain-lain;

e Kegiatan  berupa  penunjang  pemberdayaan
masyarakat, misalnya penguatan peranan pokmas,
pengembangan kelurahan schat, peningkatan pola
hidup sehat masyarakat, peningkatan ketentraman
dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat,
pemberdayaan lansia, dan lain-lain;

o Kegiatan berupa  penyebarluasan  informasi,
pengetahuan, kampanye, atau sosialisasi kegiatan
dan program pembangunan, misalnya sosialisasi
Bank Sampah, sosialisasi Pola Hidup Sehat, dan
lain-lain,

Dalam pelaksanaan kepiatan non fisik sesuai kriteria
usulan fersebut di atas, Kecamatan dapat melibatkan
Perangkat Daerah teknis dan atau instansi teknis lainnya
selaku tim teknis, instruktur atau narasumber kegiatan.
Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi yang
membutuhkan anggaran yang besar dan spesifikasi teknis
tertentu (misalnya karena jumlah peserta banyak,
membutuhkan peralatan bantu spesifik, dan lain-lain)
diusulkan ke Perangkat Daerah teknis terkait melalui

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Sosial,
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Budaya dan Ekonomi Kewenangan Perangkat Daerah
Teknis (form Cam.8).
Penilaian dilakukan terhadap semua usulan melalui
SIMPERDA dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
- Kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
- Kepentingan mendesalz dan lintas Kelurahan;
- Mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah
Mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat lintas
Kelurahan
- Mendukung nilai tambah pendapatan lintas
Kelurahan.

9) Merekapitulasi Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan
Perangkat Daerah Teknis (Form Kel7) dari seluruh
kelurahan yang selain usulan kegiatan
pembangunan/ peningkatan jalan, saluran dan jembatan di
dalam lingkungan permukiman atau perumshan dan
merumuskannya dalam Daftar Skala Prioritas
Pembangunan Infrastrulktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi
Kewenangan Perangkat Daerah Teknis (formm Cam.8), dengan
kriteria:

- Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN
DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN PERMUKIMAN

dengan usulan anggaran di atas Rp. 200.000000,- {dua
ratus juta mapiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
tahun 2019;

- Merupakan usulan INFRASTRUKTUR LAINNYA vang
merupakan kebutshan di wilayah dengan usulan
anggaran sesuai dengan kebutuhan (tidak ada
pembatasan usulan anggaran). Usulan kegiatan ini akan
dibahas pada MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan
pada usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis
infrastruktur vang terkait. Misal : pengadaan kontainer

sampah, RTH kawasan perkotaan, dll.
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- Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan Jalan
Umum (PJU) atau usulan fisik lainnya yang hanya dapat
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang memiliki
kewenangan, dengan usulan anggaran sesuai dengan
kebutuhan (tidak ada pembatasan usulan anggaran).
Usulan kegiatan ini akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan
Rencana Kerja Perangkat Daerah teknis infrastruktur
yang terkadt;

- Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi yang
membutuhkan anggaran yang besar dan spesifikasi teknis
tertentu [misalnya karena jumlah peserta banyak,
membutuhkan peralatan bantu spesifik, dan lain-lain).
Usulan kegiatan ini akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terkait;

- Usulan yang disampaikan harus memerhatikan apakah
usulan tersebut termasuk kegiatan yang dapat
dilaksanakan Perangkat Daerah atau harus dilaksanakan
dengan mekanisme hibah/bansos.

Rumusan-rumusan tersebut di atas menjadi bahan

pembahasan MUSRENBANGCAM.

3. Pelaksanaan MUSRENBANGCAM

a. Fokus acara MUSRENBANGCAM adalah untuk mendapatikan
prioritas Kecamatan sebagai bahan penyusunan Renja
Perangkat Daerah Kecamatan dan usulan untuk disampaikan
pada MUSRENBANGKOT;

b. Setiap peserta MUSRENBANGCAM vyang hadir harus
mendapatkan materi/bahan MUSRENBANGCAM  yang
dibagikan selambatnya pada saat pendaftaran. Materi yang
dibagikan harus merupakan daftar panjang usulan (long list)
hasil rekapitulasi dan pembahasan dari PRA
MUSRENBANGCAM. Tidak diperkenankan hanya
menyampaikan usulan prioritas yang akan
didanai/dilaksanakan saja;
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MUSRENBANGCAM memiliki fungsi untuk membahas dan
menyepakati usulan prioritas Kelurahan sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
MUSRENBANGCAM memiliki fungsi untuk melakukan
verifikasi kembali dan penajaman usulan kebutuhan kegiatan
prioritas atau mendesak yang diambil dari usulan kebutuhan
prioritas Kelurahan maupun dari prioritas Kecamatan;
MUSRENBANGCAM berwenang  menetapkan  usulan
kebutuhan prioritas rencana pembangunan dari Kelurahan
dan rencana kerja {Renja) Kecamatan.

Lingkup pembahasan MUSRENBANGCAM meliputi seluruh

urusan yvang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta

perubahan-perubahannya dan aturan-aturan pelaksanaannya

Mekanisme pelaksanaan MUSRENBANGCAM adalah sebagai

berikut:

1) Pendaftaran peserta, dilakukan pada saat pelaksanaan
MUSRENBANGCAM. Delegasi Kelurahan harus
menunjukkan salinan Berita Acara MUSRENBANGKEL
vang menyebutkan penunjukan delegasi Kelurahan;

2) Pembukaan oleh Camat dan dilanjutkan dengan
pemaparan Camat vang berisi:

» Hasil MUSRENBANG tahun 2017 vang akanh
direalisasi oleh Kecamatan dan Perangkat Daerah
teknis di tahun 2018, termasuk kegiatan-kegiatan
vang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD;

* Permasalahan yang masih dihadapi di wilayah yang
meliputi bidang infrastruktur, sosial, budaya dan
ekonomi;

s Arahan (eita-cita) pembangunan di  wilayah
kecamatan serta skenario pengembangan kota di
wilayah kecamatan;

e Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan
hasil MUSRENBANG sebelumnya. Camat harus
menyampaikan seluruh permasalahan yang muncul
dalam pelaksanaan kegiatan hasil MUSRENBANG
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sebelumnya beserta langkah-langkah perbaikan
yvang telah dan akan dilaksanakan agar
permasalahan tersebut tidak muncul lagi;

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan
diusulkan di tahun 2019;

3] Penyampaian Arah Kebijakan Pembangunan Kota

Semarang untuk tahun 2019 oleh tim dari Pemerintah

Kota Sermarang

4) Pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan

Kecamatan yvang dipimpin oleh Ketua Tirmn Penyelenggara

dengan dibantu Camat, dengan tahapan sebagai berikut:

v

Pembahasan rumusan Prioritas Pembangunan
Kecamatan yang dilakukan secara musyawarah,
Pembahasan rumusan Daftar Skala Prioritas
Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman Kelurahan pada Kegiatan
Pemberdavaan Masyarakat (Form Cam.3). Penetapan
nimusan menjadi keputusan MUSRENBANGCAM
dilakukan secara musyawarah,

Pembahasan rumusan Daftar Skala Prioritas
Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman  melalui  Fasilitasi Musrenbang
Kecamatan (Form Cam. 4). Penetapan rumusan
menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan
secars musyawarah,

Pembahasan rumusan Daftar Skala Prioritas
Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
Permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Form Cam. 5). Penetapan rumusan
menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan
secara musyawarah.

Pembahasan rumusan Daftar Skala Prioritas
Kegiatan Pemberdayan Perempuan di Lingkungan
Permukiman (Form Cam. 6). Penetapan rumusan
menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan

secara musyawarah.
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v Pembahasan ramusan Daftar Skala Prioritas
Kegiatan Bidang Sosial, Budaya, dan Ekonomi (Non
Fisik) Kecamatan (Form Cam. 7). Penetapan rumusan
menjadi keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan
secara musyawarah.

¥ Pemaparan dan pembahasan rumusan Daftar Skala
Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya
dan Ekonomi Kewenangan Perangkat Daerah Teknis
(Form Cam. 8). Penetapan rumusan menjadi
keputusan MUSRENBANGCAM dilakukan secara
musyawarah.

v Peserta Musyawarah Kecamatan diperkenankan
mengajukan usulan kegiatan vang belum masuk
dalam rumusan dan dibahas dalam forum.

5) Penetapan Delegasi  MUSRENBANGCAM, untuk
mengikuti MUSRENBANGKOT, sekurang-kurangnya 3
{tiga) orang dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan.

Delegasi setiap Kecamatan ditegaskan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

¥ Memiliki kemampuan pemahaman wilayah dan

kebutuhan dari masyarakat;

v" Memiliki kemampuan untuk metnperjuangkan dan

mengawal kepentingan masyarakat yang diwakilinya;

v" Memahami seluruh usulan yang akan diperjuangkan

pada level MUSRENBANGEKOT.

6] Penandatanganan berita acara oleh perwaldlan peserta
dan disetujui oleh Camat.

Setelah selesai hasil kesepalcatan bersama Musyawarah

Rencana Pembangunan, selanjutnya dibuat Berita Acara

Penetapan yang ditandatangani oleh perwakilan peseria

dan diketahui oleh Camat.

7) Penutupan oleh Camat;

h. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan
pembangunan fisik, maka pelaksana kegiatan wajib memasang

informasi di lokasi pekerjaan yang berisi tentang spesifikasi,
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waktu dan lainnya sesual ketentuan pelaksanaan dan
penatausahaan kegiatan yang berlaku  di  lingkungan
Pemerintah Kota Semarang;

Pembahasan MUSRENBANGCAM dapat dilakukan secara
online pada SIMPERDA yang dapat diakses pada alamat

www.simperda semarangkota.go.id.

Pemasukan data hasil MUSRENBANGCAM pada SIMPERDA
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan
MUSRENBANGCAM.

J. Keluaran MUSRENBANGCAM

MUSRENBANGCAM menghasilkan:

1.

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Lingkungan Permukiman Kelurahan pada Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat (Form Cam.3},

Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGEEL yang
disusun kembali berdasarkan prioritas Kecamatan. Daftar
rencana kegiatan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN; atau PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS SALURAN,
yang merupakan Kkegiatan pada Perangkat Daerah
Kecamatan (bukan hibah).

Usulan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai belanja
modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang
tercatat di Pemerintah Kota Semarang.

Usulan yang masuk pada kriteria ini adalah usulan dengan
nilai kegiatan tidak lebih dari Rp. 150.000.000,- (scratus
lima puluh juta rapiah) dan merupakan kewenangan
Perangkat Daerah Kecamatan. Untuk vyang bukan
merupakan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan,
maka akan dimasukkan dalam form CAM.5.

Kerangka anggaran di Kecamatan untuk kegiatan ini
berpedoman pada Lampiran Peraturan ini, baik untuk vang
meripakan kewenangan Kecamatan maupun Kewenangan

Perangkat Daerah Teknis. Kerangka anggaran tersebut
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adalah anggaran akumulasi anggaran tiap Kelurahan
dengan memperhatikan alokasi tiap Kelurahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang akan menjadi
kegiatan pada Renja Kecamatan atau Perangkat Daerah
gesual dengan kewenangannya,

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Lingkungan Permukiman melalui Fasilitasi Musrenbang

Kecamatan (Form Cam. 4)

- Merupakan wusulan kegiatan infrastruktur di dalam
lingkungan perumahan dan permukiman prioritas dan
bersifat lintas Kelurahan dengan hatasan nilai diatas Rp.
150.000.000’- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang
merupakan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan.
Untulk wusulan yang bukan merupakan kewenangan
Kecamatan,; maka akan ditampung pada form CAM.5 dan
selanjutnya akan menjadi bahan untuk Renja Perangkat
Daerah teknis. Kerangka anggaran untuk usulan Fasilitasi
Hasil MUSRENBANGCAM berpedoman pada Lampiran
Peraturan ini.

- Usulan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai belanja
modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang

tercatat di Pemerintah Kota Semarang.

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan,
Saluran dan Jembatan Lingkungan Permukiman oleh Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Form Cam.5),

Form inl merupakan usulan Kegiatan yang merupakan
kewenangan Perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman, dengan ketentuan;
- Merupakan kewenangan Dinas Petumahan dan Kawasan
Permukiman.

-  Merupakan usulan untuk dibahas pada MUSRENBANGKOT.
-  Usulan yang dimasukkan pada form ini terdiri dari:

¥ Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingkungan

perumahan dan permulkiman dengan anggaran
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kegiatan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan merupakan kewenangan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan
dengan kriteria tersebut yang dapat diusulkan
sebanyak-banyaknya 2 x jumlah Kelurahan;

v Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingkungan
perumahan dan permukiman dengan anggaran
kegiatan s/d Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh
juta) yang berasal dari form Cam.3 dan Kel.5 yang
merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

v Usulan kegiatan infastruktur di dalam linglungan
perumahan dan permukiman dengan anggaran
kegiatan sfd Rp. 200.000.000 (dua ratus juta)
yang berasal dari form Cam.4 dan Kel.6 yang
merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

Usulan lcegiatan tersebut dilaksanaltan sebagai belanja
modal sehingga hanya dapat dilakukan pada aset yang
tercatat di Pemerintah Kota Semarang.

Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di

Lingkungan Permukiman (Form Cam. 6)

- Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGKEL yang
disusun kembali berdasarkan prioritas Kecamatan.

- Total alokasi anggaran per kelurahan adalah Rp.
50.000.000,- (ima puluhl juta rupiah).

Daftar Skala Prioritas Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan

Ekonomi (non Fisik) Kecamatan (Form Cam. 7),

Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGKEL yang disusun

kembali berdasarkan prioritas Kecamatan.

- Dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta)
per-Kecamatan untuk kegiatan khusus pemberdayaan
lansia.

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Sosial,

Budaya, dan Ekonomi Kewenangan OPD Teknis {(Form Cam.

8)
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Merupakan rekapitulasi hasil MUSRENBANGKEL yang disusun
kembali berdasarkan prioritas Kecamatan. Usulan yang
disampaikan adalah:

- Merupakan usulan INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN
DAN JEMBATAN DI LUAR LINGKUNGAN PERMUKIMAN
dengan usulan anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah). Usulan kegiatan ini akan dibahas pada
MUSRENBANGCAM untuk dimasukkan pada usulan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
tahun 2019;

- Merupakan usulan INFRASTRUKTUR LAINNYA yang
merupakan kebutuhan di wilayah dengan usulan anggaran
sesuai dengan kebutuhan (tidak ada pembatasan usulan
anggaran).

- Merupakan usulan pemasangan lampu Penerangan Jalan
Umum (PJU} atau usulan fisik lainnya yang hanya dapat
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang memilildi
kewenangan, dengan usulan anggaran sesuai dengan
kebutuhan (tidak ada pembatasan usulan anggaran);

- Usulan kegiatan infrastruktur tersebut dilaksanakan
sebagal belanja maodal sehingga hanya dapat dilakukan
pada aset yang tercatai di Pemerintah Kota Semarang.

- Usulan kegiatan Sosial, Budaya dan Ekonomi yang
membutuhkan anggaran yang besar dan spesifikasi teknis
tertentu  (misalnya karena jumlah peserta banyak,
membutuhkan peralatan bantu spesifik, dan lain-lain).

K. Anggaran/Pendanaan
Pendanaan dari kegiatan pelaksanaan MUSRENBANGCAM berasal
dari APBD Kota Semarang pada Perangkat Daerah Kecamatan.

L. Lampiran Dokumen
Dokumen hasil pelaksanaan MUSRENBANGCAM (Berita Acara dan
Form Kee. 2 sfd Form Kec. 7) dikirimkan ke Walikota Semarang
melalui Kepala Bappeda Kota Semarang selambatnya 7 (tujuh) hari
setelah pelaksanaan MUSRENBANGCAM, dengan dilampiri daftar
hadir dan notulensi MUSRENBANGCAM.
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Tabel 5

Usulan Jadwal Tahapan Pelaksanaan MUSRENBANGCAM

NO

URAIAN TAHAPAN

PELAKSANA / | JANUARI

FEBRUARI

PENANGGUNG | 3
JAWAB

4

2

3

4

Persiapan

MUSRENBANGCAM

a. Pembentukan
Tim
Penyelenggara

b. Penylapan
pelaksanaan
PRA
MUSRENBANG
CAM dan
MUSRENBANG
CAM

Camat

Pelaksanaan
MUSRENBANGKEL

Lurah E.?i:.} =

PRA MUSRENBANG

a. Rekapitulasi
hasil
MUSRENBANG
CAM

b. Penetapan
jadwal dan
agenda
MUSRENBANG
CAM

c. Penyvusunan dan
Pembahasan
rumusan hasil
MUSRENBANG
CAM

Camat / Tim
Penyelenggara

hllr.;l e i g1

s otk
-

g ek

e

i
i

2

B A )

i

PELAKSANAAN
MUSRENBANGCAM

Camat [/ Tim
Penyelenggara

Pengiriman hasil
MUSREENBANGCAM
ke Bappeda

Camat [/ Tim
Penyelenggara




- 118 -

Tabel 6

Pedoman Susunan Acara MUSRENBANGCAM

PENANGGUNG
NO DURASI ACARA JAWAB
1 |+ 5 menit Pembukaan Camat / Tim
Penyelenggara
2 | % 10 menit Paparan dari Camat Camalt
3 | % 10 menit Paparan dari Tim Pendamping Kota Tim Pendamping
Kota
4 | £ 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Camat / Tim
Prioritas Pembangunan Infrastruktur Penyelenggara
Lingkungan Permukiman Kelurahan pada
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Form
Cam. 3)
5 | = 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Camat / Tim
Prioritas Pembangunan Infrastruktur Penyelenggara
Lingkungan Permukiman melalui Fasilitasi
Musrenbang Kecamatan (Form Cam, 4
6 |+ 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Camat / Tim
Prioritas Usulan Pembangunan Penyelenggara
Infrastruktur Jalan, Saluran, dan
Jembatan Lingkungan Permulkiman oleh
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Form Cam-5)
7 | £ 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Prioritas Camat / Tim
Usulan Kegiatan Pemberdayaan Penyelenggara
Perempuan di Lingkungan Permukiman
(Form Cam. 6) dan Daftar Prioritas Usulan
Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan
Ekonemi (non Fisik) Kecamatan (Formn
Cam, 7)
& I 20 menit Pembahasan rumusan Daftar Skala Camat / Tim
Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Penyelenggara
Sosial, Budaya dan Ekonomi Kewenangan
Perangkat Daerah Teknis (Form Cam. 8}
g | =5 menit Penandatanganan Berita Acara Camat / Tim
Penyelenggara
10 | £ 5 menit Penutupan Camat




Form Cam. 1

DAFTAR USULAN PRIORITAS KECAMATAN
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Camat ......

Kecamatan | .o
Usulan
No Uraian Permasalahan Jenis Kegiatan Lokasi Volume Anggaran Keterangan
{Rp)
1 2 3 4 5 6 7
SEMAarang, ...oooveveveennnns
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom é

Kolom 7

Diisi dengan nomor urut usulan

Diisi dengan uraian permasalahan yang mendasari
munculnya usulan kegiatan, misalnya “Terdapat
tebing jalan yang rawan longsor di sepanjang Jalan
Wisma  sart”; “saluran sepanjang  Jalan
Ronggowarsito di perbatasan Kecamatan
Semarang Utara dan Semarang Timur tiap hari
banjir dan rob”, “pemuda sering mabuk-mabukan
dan tawuran antar pemuda”, dan lain-lain

Diisi dengan jenis kegiatan yang merupakan
usulan penyelesaian permasalahan yang tersebut
pada kolom 2, misalnya “rehabilitasi talud jalan
Wismasari”, *normalisasi saluran Jalan
Ronggowarsito Kec. Semarang Utara — Semarang
Selatan”, dan lain-lain

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut
dalam kolom 3, misalnya “Perbatasan RW 4 dan 57,
“Jalan Ronggowarsito”, dan lain-lain

Diisi dengan veolume pekerjaan yang diusulkan
dalam kolom 3, misalnya “300 meter persegi”, “77
meter kubik”, dan lain-lain.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang
dibutuhkan untuk melaksanakan usulan tersebut
di kolam 3

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait
dengan usulan kegiatan dimaksud, misalnya:
“Harus segera dilaksanakan karena ada 58 KK
vang rawan longsor”, “Akses Utama ke Pelabuhan
Tanjung Emas”, dan lain-lain. Untuk usulan yvang
berasal dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD, maka
pada kolom ini diisi “usulan pokok-pokok pikiran
DPRD Pada kolom keterangan juga dapat
dicantumkan Perangkat Dazerah teknis untuk
melaksanakan usulan jika merupakan

kewenangan Perangkat Daerah teknis.
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Form Cam. 2

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN ........cooeeee... KOTA SEMARANG

Pada hari ini .......Tanggal ........ Bulanis Tahaty vees [ seemie aa )
vang bertanda tangan dibawah ini Ketua dan Sekretaris Tim
Penyelenggara MUSRENBANGCAM ..............., telah mengadakan
MUSRENBANGCAM vang berpedoman pada Peraturan Walikota
Semarang Nomor 57A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pernbangunan Kelurahan
dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Semarang Tahun 2019,

Dengan hasil sebagai berikut:
1. Telah menetapkan 3 (tiga) orang delegasi perwakilan Kecamatan
untuk mengikuti MUSRENBANGKOT (di luar Camat), yaitu :

2. Telah menetapkan Daftar Skala  Prioritazs Pembangunan
Infrastrulstur Linglungan Permukiman Kelurahan pada Kegiatan
Pemberdayaan Masvarakat; Daltar Skala Prioritas Pembangunan
Infrastruktur  Lingkungan  Permuliman  melalui  Fasilitasi
Musrenbang Kecamatan; Daftar Skala  Prioritas Usulan
Pembangunan Infrastruktur Jalan, Saluran dan Jembatan
Lingkungan Permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman; Daftar Skala Prioritas Kegiatan Pemberdayaan
Perempuan Di Lingkungan Permukiman; Daftar Skala Prioritas
Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi (non Fisik) Kecamatan;
Daftar Skala Prieoritas Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya,
dan Ekonomi Kewenangan OPD Teknis;

3. Usulan yang terkait dengan Perangkat Daerah teknis lainnya akan
disampaikan dan menjadi bahan pembahasan pada MUSRENBANG
tingkat Kota Semarang untuk penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019,

Berdasarkan hasil tersebut, 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan
MUSRENBANGCAM segera diserahkan ke WALIKOTA Semarang Cg
BAPPEDA Kota Semarang yang terdiri dari:

- Berita Acara MUSRENBANGCAM.

- Isian form-form seperti yang diatur pada Peraturan Walikota
Semarang Nomor 57A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
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Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018;
Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
Kecamatan............ Tahun 2019, yang disusun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Daftar Hadir MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM
Notulensi MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAM

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM................

Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Camat ........




Form Cam. 3
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DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN

PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kecamatan: .......oooviiiiiinnnns
Usulan
No Urut Jenis ; _ Usulan Baru
bt Kegiatan Lokasi Kelurahan RW Volume Anggaran / " Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 5 7 8 9 10
JUMLAH
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM ...
Semarang, ...........
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Camat
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan

Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan, misalnya “pavingisasi”,
“perbaikan talud”, “pengerukan saluran”, “pembangunan talud
tebing”, dan lain-lain.

Jumlah usulan yang dicantumlan sebanyak-banyaknya adalah 3
(tiga) kali jumlah RW, dan merupakan usulan dengan nilai prioritas
tertinggi.

* Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk
pekerjaan:

+ konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau sama
dengan 2,5 meter;

+ konstruksi saluran lingkungan permukiman dengan lebar
lurang atau sama dengan 30 centimeter.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2,

misalnya “Jalan Lintang Trenggono V®, “Jalan Brotojoyo Timur”,
“Jalan Menggersari®, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Kelurahan

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih
dari 1 {satu) RW misal RW 3 & RW 9

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari |
(satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang
diusulkan dalam kolom 2, misalnya “737 meter persegi”, “19 meter
kubik”, "1 unit" dan lain-lain.

[iisi dengan perkiraan jumlah anggaran vang dibutuhkan untuk
melaksanakan usulan tersebut di kolom 2,

Dengan nilai pagu maksimal Rp. 150.000.000,- [scratus lima
puluh juta rupiah) per usulan.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA  apabila usulan sudah permah  menjadi  hasil
MUSRENBANGCAM secbelumnya serta belum pernah terealisasi,
dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya: “jalan alternatif menuju Pelabuhan”,
“saluran tidalk mengalir”, *kondisi jalan rusak berat dan tidalk dapat
dilewati”, “merupakan lahan pemerintah”, “usulan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD", dan lain-lain.
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Form Cam. 4

DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN

MELALUI FASILITASI MUSRENBANG KECAMATAN

Mengetahiai:
Camat ........

a3 200 2 1 LR D O B P PR W
: Usulan
Nc.) U.mt Je.ms Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran Vanlam: Bara Keterangan
Prioritas Kegiatan | Lama
L (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
JUMLAH
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM ...........o...
Semarang, ...........
Ketua, Sekretaris,
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan

Diisi dengan jenis kegiatan terkait pekerjaan infrastruktur di dalam

lingkungan perumahan dan permukiman dengan usulan anggaran

diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah}.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2,

misalnya “Jalan Lintang Trenggono V", "Jalan Brotojoyo Timur”,

“Jalan Menggersari”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Kelurahan

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 01 atau dapat

lebih dari 1 {satu) RW misal RW 1 & RW 9

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1

(satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi dengan volime pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan

vang diusulkan dalam kolom 2 misalnya “737 meter persegi”, “19

meter kubik”, "1 unit" dan lain-lain.

* Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah untuk
pekerjaan:

* konstruksi jalan lingkungan dengan lebar kurang atau
sama dengan 2,5 meter;

*+ konstruksi saluran lingkungan permukiman dengan lebar
kurang atau sama dengan 30 centimeter,

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan usulan tersebut di kelom 2 dinsulkan dengan pagu

per kegiatan adalah diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah| sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan

LAMA  apabila usulan sudah  pernah menjadi hasil

MUSRENBANGCAM sebelumnya serta belum pernah terealisasi,

dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan



Kolom 10 :
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Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya: “jalan alternatif menuju Pelabuhan”,
“saluran tidak mengalir”, “kondisi jalan rusak berat dan tidak
dapat dilewati”, “merupakan lahan pemerintah®, “Usulan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD", dan lain-lain.
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Form Car. 5

DAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, SALURAN DAN JEMBATAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KeCarHatan’ ..oummomismmsmpissspissssgrsmsssisisiss
Usulan
Nc'; U‘rut Jenis Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Velume Anggaran Wil Band Keterangan
Prioritas [ Larmna
(Rp)
I 2 3 4 5 (] 7 8 2 i0
JUMLAH
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM ...
Semarang, ...........
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Camat ........
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan

Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan terkait pekerjaan jalan,
saluran dan jembatan di dalam lingkungan perumahan dan
permukiman, yang terdiri dari:

v Usulan kegiatan infastruktur di dalam lingkungan
perumahan dan permukiman dengan anggaran kegiatan
diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Usulan dengan kriteria tersebut yang dapat
diusulkan sebanyak-banyaltnya 2 x jumlah Kelurahan;

v Usulan kegiztan infastruktur di dalam lingltungan
perumahan dan permukiman dengan anggaran kegiatan s/d
Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang berasal
dari form Cam.3 dan Kel.5 yang merupakan kewenangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¥ Usulan lkegiatan infastruktur di  dalam  lingkungan
perumahan dan permukiman dengan anggaran kegiatan s/d
Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) yang berasal dari form
Cam.4 dan Kel6 yang merupakan kewenangan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Konstruksi pekerjaan fisik jalan dan saluran yang menjadi
kewenangan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah untuk pekerjaan:

+ konstruksi jalan lingkungan lebar diatas 2,5 meter;

* konstruksi saluran lingkungan permukiman lebar diatas 30
centimeter.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2,
misalnya “Jalan Lintang Trenggono V7, “Jalan Brotojoyo Timur”,
*Jalan Menggersari”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Kelurahan

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RW misal RW 5 & RW 7

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1
(satu) RT misal RT 01 & RT 03



Kolom 7

Kolom &

Kolom 9

Kolom 10 :
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Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan yang
diusulkan dalam kolom 2, misalnya “737 meter persegi”, “19 meter
kubik”, "1 unit” dan lain-lain.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan usulan tersebut di kolom 2.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA  apabila usulan siudah  pernah  menjadi  hasil
MUSRENBANGKCAM scbelumnya serta belum pernah terealisasi,
dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya; “jalan alternatif menuju Pelabuhan”,
“saluran tidak mengalir”, “kondisi jalan rusak berat dan tidak dapat
dilewati”, “merupakan lahan pemerintah”, “Usulan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD"dan lain-lain.




Form Cam.

DAFTAR SKALA PRIORITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN
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Kecamatan

Usulan _
NOUTUE | ovis Kepigtan |  lokasi | Kelureban.| RW BT | Wohime | -dnggecan: | CPRANBEIR e
Priorilas J Lama

(Rp)
I 2 3 A 5 6 7 8 g 10
JUMLAH
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM .......covvee...
Semarang, .......,...
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Camal ........
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom S

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10 :

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan.
Diisi dengan jenis kegiatan pemberdayaan perempuan. Misal:
pelatihan, sosialisasi dlL

Diisi dengan lolkasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2.

Diisi dengan nama Kelurahan.
Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RW misal RW 5 & RW 7.

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1
(satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi dengan veolume pekerjaan dan satuan keglatan/pekerjaan yang
diusulkan dalam kolom 4, misalnya 1 kali kegiatan sosialisasi dengan
peserta = 100 orang”, “12 kali pelatihan dengan peserta * 30 orang”,

dan lain-lain.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanalkan usulan tersebut di kolom 2.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA  apabila usulan sudah pernah  menjadi  hasil
MUSRENBANGKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan

belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud.




Form Cam.
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DAFTAR SKALA PRIORITAS KEGIATAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI {(NON FISIK) KECAMATAN

Kecamatam @ e
Usulan
No Urut . ;
ey Jenis Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Volume Anggaran Uilan Bacy Keterangan
Prioritas | Lama
(Rp)
1 2 3 & 5 6 7 g ) 10
JUMLAH
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM ...
Semarang, ...........
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Camat ........
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Keolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom &

Kelom 9

Kolom 10 :

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan.

Diisi dengan jenis kegiatan sosial, budaya atau ekonomi terkait
peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat ataupun
perbaikan ekonomi masyarakat. Misal: pelatihan pendidikan,
fasilitasi pembentukan kelompok kerja Kelurahan Sehat, pelatihan
tenaga kerja, sosialisasi & fasilitasi pemasaran dll.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2,
misalnya “Kampung Batik”, “Kelompok Masyarakat Mawar”,
“Kelompok Penggerak Ekonomi”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Kelurahan.
Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih
dari | (satu) RW misal RW 5 & RW 7.

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT 01 atau dapat lebih dari 1
{satu) RT misal RT 01 & RT 03

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan /pekerjaan yang
diusulkan dalam kolom 4, misalnya 1 kali kegiatan sosialisasi dengan
peserta + 100 orang”, “12 kali pelatihan dengan peserta + 30 orang”,

“1 kali kegiatan wayangan dengan peserta + 200 orang”, dan lain-lain.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan usulan tersebut di kolom 2.

- Dialokasikan sebesar Rp. 40.000,000,- (¢mpat puluh juta rupiah)

per-Kecamatan untulk kegiatan khusus pemberdayaan lansia.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA  apabila usulan sudah  pernah  menjadi  hasil
MUSRENBANGEKEL sebelumnya serta belum pernah terealisasi, dan

belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan

Diisi dengan hal-hal yang periu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya: “merupakan ajang mendukung
senirman & kesenian lokal”, “tingginya angka penurunan kesehatan”,
“Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”, dan lain-lain.



Form Cam. 8
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DAFTAR SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SOSIAL, BUDAYA, DAN EXONOMI

KEWENANGAN OPD TEKNIS

KBEAMBEUATLY 1arrgunsmnesmssnnsoossssms nresmsemmmmsnrssn s
Kewenangan
N t :
(_) Uru Jenis Kegiatan Lokasi Kelurahan RW RT Volume AngErian aulpn Bamy | Keteta Perangkat
Prioritas (Rp) [/ Lama gan
i Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 il
JUMLAH
Tim Penyelenggara MUSRENBANGCAM ................
Semarang, ...........
Ketua, Sekretaris,

Mengetahui:
Camat ........
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Petunjuk Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

Kolom 11 :

Diisi dengan nomor urut prioritas usulan kegiatan.

Diisi dengan jenis kegiatan yang diusulkan terkait pekerjaan
infrastruktur DILUAR pekerjaan “jalan, saluran dan jembatan” di
luar lingkungan permukiman, pekerjaan infrastruktur fisik
lainnya, serta usulan PJU dan kewenangan Perangkat Daerah
teknis lainnya.

Diisi dengan lokasi tempat usulan seperti tersebut dalam kolom 2,
misalnya “Persimpangan Jalan Brotoyudo”, “Jalan Brotojoyo
Timur”, “Bundaran Tulus Harapan”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Kelurahan.

Diisi dengan nama RW tempat usulan misal : RW 1 atau dapat lebih
dari 1 (satu) RW misal RW 5 & RW 7.

Diisi nama RT tempat usulan misal : RT Ol atau dapat lebih dari 1
(satu) RT misal RT 01 & RT 03.

Diisi dengan volume pekerjaan dan satuan kegiatan/pekerjaan
yang diusulkan dalam kolom 2, misalnya “10 titik PJU", "20 unit"
dan lain-lain.

Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan wusulan tersebut di kolom 2, usulan pagu
disesuaikan dengan kebutuhan.

Diisi BARU apabila usulan merupakan usulan baru, diisi dengan
LAMA  apabila usulan sudah pernah menjadi hasil
MUSRENBANGCAM sebelumnya serta belum pernah terealisasi,
dan belum masuk pada rencana kegiatan tahun berjalan.

Diisi dengan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan usulan
kegiatan dimaksud, misalnya: “lalu intas sudah terlalu padat”,
“kondisi rawan kecelakaan”, “belum ada penerangan”, “Usulan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD”, dan lain-lain.

Diisi dengan nama Perangkat Daerah Teknis yang berwenang
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LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 57A TAHUN 2017 |
TENTANG |
PEDOMAN PELAKSANAAN REMBUG WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

KERANGKA ANGGARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL DAN
MUSRENBANGCAM TAHUN 2019

1. KELURAHAN
NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)
A. SEMARANG SELATAN
1 | Bulustalan 558.300.000
2 Barusari 589.000.000
3 Randusari 602.800.000
4 | Mugasari 596.600.000
5 |Pleburan 574.800.000
6 Wonodri 620.900.000
T Peterongan 622.400.000
8 | Lamper Kidul 636.100.000
9 | Lamper Lor 636,100.000
10 | Lamper Tengah 685.100.000
JUMLAH 6.122.100.000
B. SEMARANG UTARA
1 Bulu Lor 753.400.000
2 Plombokan 731.500.000
3 | Panggung Kidul 682.600.000
4 | Panggung Lor 817.000.000
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)
S | Kuningan 941.000.000
6 | Purwosari 812.000.000
T Dadapsari 855.000.000
8 | Bandarharjo 934.000.000
9 Tanjung Mas 1.029.400.000
JUMLAH 7.555.900.000
C. SEMARANG BARAT
1 Kembangarum 875.700.000
2 | Manyaran 847.200.000
3 | Ngemplak Simongan 745.800.000
4 Bongsari 763.000.000
5 | Bojong Salaman 699.600.000
6 Cabean 510.300.000
7 | Salaman Mloyo 683.100.000
8 Gisikdronoe 858.400.000
9 Kalibanteng Kidul G647.900.000
10 | Kalibanteng Kulon 690.500.000
11 | Krapyak 645.600.000
12 | Tambakharjo 845.600.000
13 | Tawangsari 812.700.000
14 | Karang Ayu 643.500.000
15 | Krobokan 754.300.000
16 | Tawangmas 751.600.000
JUMLAH 11.774.800.000
D. SEMARANG TIMUR
1 Karangturi 539.700.000
2 Karangtempel 624.100.000
3 | Rejosari 856.000.000
4 | Sarirejo 724.900.000
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)

§ | Kebonagung 646.500.000
6 | Bugangan 734.200.000
7 | Mlatiharjo 692.300.000
8 Mlatibaru 723.200.000
9 | Rejomulyo 714.200.000
10 | Kemijen 881.700.000
JUMLAH 7.136.800.600

E. SEMARANG TENGAH
I Pelkunden 510.300.000
2 Karang Kidul 524.600.000
3 | Jagalan 561.400.000
4 | Brumbungan 518.900.000
5 Miroto 515.500.000
6 | Gabahan 551.600.000
7 Kranggan S506.700.000
& | Purwodinatan 621.700.000
9 Kauman 494.500.000
10 | Bangunharijo 490.500.000
11 | Kembang Sari 503.300.000
12 | Pandan Sari 495.900.000
13 | Sekayu 529.600.000
14 | Pindrikan Kidul 493.100.000
15 | Pindrikan Lor 517.500.0600
JUMLAH 7.835.100.000

I, GUNUNGPATI

1 Gunungpati 1.060.500.000
2 Plalangan 1.026,200.000
3 Sumurejo 1.033.000.000
4 Pakintelan 1.034.200.000
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NG KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)
5 | Mangunsari 1.007.500.000
6 | Patemon 1.000.900.000
T Ngijo 1.009.900.000
8 | Nongkosawit 954.800.000
2 Cepoko 1.015.700.000
10 | Jatirejo 947.700.000
11 | Kandri 1.044.800.000
12 | Pongangan 996.500.000
13 | Kalisegoro 954.700.000
14 | Sekaran 1.050.000.000
15 | Sukorejo 1.070.700.000
16 | Sadeng 1.042.300.000
JUMLAH 16.249.400.000
G. TUGU
1 Jrakah 801.000.000
2 | Tugurejo 958.100.000
3 | Karang Anyar 904.200.000
4 Randugarut 915.900.000
§ | Mangkang Wetan 967.100.000
6 | Mangunharjo 988.600.000
7 | Mangkang Kulon 993.200,000
JUMLAH 6.528.100.000
H. MIJEN
1 Cangkiran 997.600.000
2 Bubakan 913.800.000
3 Karangmalang 901.500.000
4 Polaman 901.800.000
5 | Purwosari 1.045.400.000
6 | Tambangan 96&.100.000
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)

7 | Jatisari 976.400.000
Mijen 1.026.700.000
Jatibarang 880.700.000

16 | Kedungpane 1.002.900.000

11 | Pesantren 1.032.300.000

12 | Ngadirgo 1.022.200.000

13 | Wonolopo 1.070.500.000

14 | Wonoplumbon 1.112.800.000
JUMLAH 13.852.700.000
I. GENUK

1 | Muktiharjo Lor 8§27.400.000

2 | Gebangsari 874.100.000

3 | Genuksari 941.400.000

4 | Bangetayu Kulon 884.200.000

5 | Bangetayu Wetan 988 700.000

6 | Sembungharjo 917.500.000

7 | Penggaron Lor 99(.300.000

8 | Kudu 932.500.000

9 | Karangroto 985.300.000

10 | Banjardowo 905.400.000

11 | Trimulyo 949,800,000

12 | Terboyo Wetan 865.800.000

13 | Terboyo Kulon 879.200.000
JUMLAH 11.941.600.000
J. GAJAHMUNGKUR

1 | Sampangan 744.900.000

2 | Bendan Duwur 860.900.000

3 Karangrejo 743.700.000

4 | Gajah Mungkur 838.500.000
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp) !
5 Bendan Ngisor 800.100.000
6 | Petompon 719.500.000 |
7 | Bendungan 684.600.000
8 | Lempongsari 695.700.000

JUMLAH 6.087.900.000

K. TEMBALANG
1 Rowosari 1.335.000.000
2 Meteseh 1.375.200.000
3 Kramas 1.036.100.000
4 | Tembalang 912.200.000
5 | Bulusan 865.800.000
6 Mangunharjo 984.500.000
7 | Sendangmulyo 1.304.800.000
8 | Sambiroto 868.800.000
9 Jangli 899.600.000

10 | Tandang 1.139.600.000
11 | Kedungmundu 862.600.000
12 | Sendangguwo 1.009.600.000

JUMLAH 12.593.800.000

L. CANDISARI
1 | Jatingaleh 817.000,000
2 | Karanganyar Gunung 839.200.000
3 | Jomblang 1.021.700.000
4 Candi 806.400.000
5 Kaliwiru 734.700.000
& | Wonotingal 739.900.000
7 | Tegalsari 747.000.000

JUMLAH

5.705.900.000
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)
M. BANYUMANIK
1 | Pudakpayung 1.064.500.000
2 Gedawang 936.500.000
3 |Jabungan 1.077.400.000
4 | Padangsari 982.300.000
5 | Banyumanik 909.500.000
6 | Srondol Wetan 1.033.600.000
7 | Pedalangan 928.600.000
8 | Sumur Boto 878.600.000
9 | Srondol Kulon 900.500.000
10 | Tinjomoyo 994.000.000
11 | Ngesrep 923.500.000
JUMLAH 10.629.000.000
N. NGALIYAN
1 Podorejo 1.078.900.000
2 | Wates 1.041.500.000
3 | Bringin 1.009.700.000
4 | Ngalivan 1.006.500.000
5 | Bambankerep 903.500.000
b Kalipancur 94{0.200.000
7 | Purwoyoso 1.018.400.000
8 | Tambakaji 1.037.700.000
g Gondoriyo 1.062.200,000
10 | Wonosari 1.059.700.000
JUMLAH 10.158.300.000
O. GAYAMSARI
1 Pandean Lamper 806.900.000
2 Gayamsari 711.600.000
3 | Siwalan 686.500.000
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NO KECAMATAN / KELURAHAN JUMLAH (Rp)
4 | Sambirejo 746,400,000
5 | Sawah Besar 874.900.000
6 | Kaligawe 857.100.000
7 | Tambakrejo 892.200.000
JUMLAH 5.575.600.000
P. PEDURUNGAN
1 | Gemah 832.700.000
2 | Pedurungan Kidul 857.000.000
3 | Plamongansari 949.900.000
4 Penggaron Kidul 936.700.000
5 | Pedurungan Lor 804.500.000
6 | Tlogomulyo 989.700.000
7 | Pedurungan Tengah 915.300.000
8 Palebon 912.200.000
9 | Kalicari 791.400.000
10 | Tlogosari Kulon 1.158.300.000
11 | Tlogosari Wetan 787.800.000
12 | Muktiharjo Kidul 1.347.200.000
JUMLAH 11.282.700.000
TOTAL 151.029.700.000

2. KECAMATAN

JUMLAH MAKSIMAL

NO KECAMATAN (Rp)
1 | Semarang Selatan 1.827.800.000
2 | Semarang Utara 2.372.000.000
3 | Semarang Barat 2.684.200.000
4 | Semarang Timur 2.122,500.000
5 | Semarang Tengah 1.686.700.000
6 | Gunungpati 4.002.600.000

~]

Tugu

2.328.900.000
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JUMLAH MAKSIMAL

NO KECAMATAN (Rp)

Mijen 3.562.000.000

Genuk 3.134.700.000
10 | Gajahmunglkur 2.073.400.000
11 | Tembalang 3.451.800.000
12 | Candisari 2.090.100.000
13 | Banyumanik 3.009.000.000
14 | Ngaliyan 3.000.000.000
15 | Gayamsari 2.052.300.000
16 | Pedurungan 3.071.100.000

TOTAL

42.469.100.000




